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Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 11 9, Tambahan Lem ba ran Nega ra Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 9 ent ng 
Pengelolaan Keu angan Daerah (Lembaran Ne a ra 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik I do esia 
Nomor 6322); 

6. Peraturan Pem erintah Nomor 35 Tahun 202 t ntang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran egara 
Republik Indonesia Nomor 6881) ; 

7 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 j P K.07 j 
2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan 
Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Ta hun 2018 Nomor 1852) ; 

8. Peraturan Men teri Keuanga n Nom r 208 j PMK .07 j 
20 18 tentan g Pedom an Penilaian Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara 
Republik Indon esia Tahun 2 0 18 Nomor 18 3); 

9 . Peratura n Gubernur Jawa Bara t Nom or 50 Tahun 
20 17 ten tan g Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air 
Tanah (Berita Daerah Provinsi J awa Barat Tahun 
201 7 Nomor 50) ; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tas ikmalaya Nomor 1 
Tahun 201 6 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2022 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAAN DAN PERKOTAAN, PAJAK REKLAME, DAN 
PAJAK AIR TANAH . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peratura n Daerah in i yang d ima ksud dengan: 
1. Daerah Kabu paten yang selanjutnya disebu t D erah 

adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 

un sur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintah an yang 
menjadi kewen angan Daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daera h yang 
membidan gi pelayanan perpajakan Daerah. 

5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat 
Da erah yang membidangi pelayanan perpajakan 
Daerah. 

6. Pajak Daerah yang selanju tnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutan g oleh 
orang pribadi atau Badan yang bersifat m emaksa 
berdasarkan Undang-Un d ang, denga tidak 
m endapatkan imbalan secara langsun g dan 
d igunakan u ntuk keperluan Daerah bagi sebesar­
besarnya kemakrnura n rakya t . 

7. Pajak Bumi dan Ban gunan Perdesa a n dan Perkotaan 
yan g selanju tnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas 
bum i danl a tau bangunan ya ng dimiliki, dikuasai, 
danl a tau dim anfaatkan oleh orang pribadi atau 
Badan. 

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 
dan perairan peda laman. 

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanarn 
atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi 
dan di bawah permukaan Bumi. 

10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 
reklame. 

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media 
yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk 
tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau menarik perhatian umum 
terhadap sesuatu. 

12. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT 
adalah pajak atas pengarnbilan danl atau 
pemanfaatan air tanah. 

13. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan 
tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. 
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14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
so sial politik, atau organisasi lainnya , lembaga dan 
ben tuk badan lainnya, termasuk k on trak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

15. Subjek Pajak adalah orang priba di atau Bada n yang 
dapat dikenakan Pajak. 

16. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Ba da n 
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas B mi 
danl atau mem peroleh manfaat atas Bumi, dan l a tau 
memiliki, m en guasai, dan/atau memperoleh m anfaat 
atas Bangunan. 

17. Subjek Pajak Reklame adalah orang prib di atau 
Badan yang m en ggun akan Reklame . 

18. Subjek PAT adalah orang pribadi a tau Badan yang 
melakukan pengambilan dan I atau pemanf a tan Air 
Tanah. 

19. Wajib Pajak adala h orang priba di atau adan, 
meliputi pem bayar Pajak, pemotong Paja, dan 
pem ungut Pajak, yang mempunyal h a dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peratu ran perundang-u n dan gan. 

20. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi a tau Bada n yang 
secara nyata mempunyai suatu hak a ta Bumi 
danl a tau mem peroleh m anfaa t atas Bumi, danl atau 
memiliki, m en guasa i, danl atau m em per oleh m anfaat 
a tas Ban gun an. 

2 1. Wajib Pajak Reklame adala h orang pribadi atau 
Badan yang menyelenggarakan Reklame . 

22. Wajib PAT a d alah orang pribadi atau Badan yang 
m elakukan pengambilan danl atau pemanfaatan Air 
Tanah. 

23. Nomor Pokok Waj ib Pajak Daera h yang selanjutnya 
disin gkat NPWPD adalah nomor yang diberikan 
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 
administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan 
sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 
Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi 
kewajiban perpajakan daerahnya. 

24. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak 
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 
dengan ketentuan tertentu. 

25. Mutasi adalah beralihnya Subjek Pajak atas suatu 
Objek Pajak kepada satu atau leb ih subjek pajak 
lainnya. 

26. Mutasi Habis adalah mutasi seluruh Objek Pajak 
kepada 1 (satu) Subjek Pajak. 
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27. Mutasi Pecah adalah mutasi seluruh Objek Pajak 
kepada beberapa SUbjek Pajak. 

28. Mutasi Gabung adalah mutasi beberapa beberapa 
Objek Pajak kepada 1 (satu) Subjek Pajak 

29 . Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan 
yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, 
termasuk wakil yang menjalankan hak dan 
memenuhi k ewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 

30. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 
(sa tu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak 
menggunakan tahu n buku yang tidak s a rna dengan 
tahun kalender . 

31. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Banguna yang 
selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 a d ah 
kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak 
yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, 
dengan menerapkan pendekatan perbandi gan 
harga, pendekatan biaya, dan/ atau pen de atan 
kapitalisasi pen dapatan. 

32. Dafta r Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya 
dis ingkat DBKB adalah tabel u ntuk m enilai 
bangunan berdasarkan pendekatan biaya ya n g terdiri 
dari biaya komponen u tama , biaya kom ponen 
material, dan b iaya komponen fasilitas , u n tu k setiap 
jenis penggunaan ban gunan. 

33. Jen is Penggun aan Bangun an adalah pengelom pokan 
bangunan berdasarkan tipe konstru ks i dan 
peruntukanj pengguna annya . 

34. Nilai J ual Objek Pajak yan g selanju tnya d is ingkat 
NJOP a dalah harga rata-rata yang diperoleh dari 
transaksi ju al be Ii yang terja d i secara waja r, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi ju a l beli , NJOP 
d itentukan m elalu i perbandingan h a rga den gan objek 
lain yang sejenis, atau n ila i perolehan baru, atau 
NJOP pengga nti. 

35. Penilaian Massal adalah penilaian yan g sistematis 
u ntuk sejumla h objek pajak yang d ilakukan pada 
saat tertentu secara bersamaan dengan 
menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut 
Computer Assisted Valuation (CAV) dan/ atau 
Computer Ass isted for Mass Appraisal (CAMA). 

36. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek 
pajak kriteria tertentu dengan cara 
memperhitungkan semua karakteristik objek pajak 
yang disusun dalam laporan penilaian. 

37. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat 
NIR adalah nilai pasar rata -rata yang dapat mewakili 
nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah. 

38. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT 
adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau 
lebih objek pajak yang mempu nyai satu NIR yang 
sarna, dan dibatasi oleh batas penguasaanjpemilikan 
objek pajak dalarn satuan wilayah administrasi 
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pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada 
batas blok. 

39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh 
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek 
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

40. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak yang 
selanjutnya disingkat SISMIOP adalah sistem 
informasi yang terpadu yang dimaksudkan untuk 
mendukung penyediaan informasi yang berhubungan 
dengan seluruh fungsi didalam adm inistrasi pada 
semua tingkat organisasi pengelola PBB-P2. 

41. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang d itet pkan 
sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pa ·ak 
reklame. 

42. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukura ilai 
yang telah d itetapkan pada titik lokasi pema sangan 
reklame tersebut berdasarkan kriteria k padatan 
pemanfaatan tata ruang untuk berbagai a spek 
kegiatan di bidang usaha. 

43 . Nilai Perolehan Air Tanah adalah nilai air bawah 
tanah yang telah diambil dan dikenai pajak 
pemanfaatan air tanah, besarnya sarna dengan 
volume air yang diambil d ikalikan dengan harga 
dasar air. 

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 
d isingkat SKPD adalah su rat ketetapan Pajak yang 
menen tukan besarnya jum lah pokok Pajak yang 
terutang. 

45. Surat Setora n Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SSPD adalah bukti pem bayara atau 
penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunaka n formu lir a tau telah dilak kan dengan 
cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Bupati. 

46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang 
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang 
digunakan untuk m emberitahukan besarnya PBB-P2 
yang terutang kepada Wajib PBB-P2. 

47. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya 
disingkat DHKP adalah buku yang memuat daftar 
nama Wajib Pajak PBB-P2 serta besarnya ketetapan 
PBB-P2. 

48. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 
Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan 
membayar seluruh Pengeluaran Daerah. 

49. Petugas Pemungut Pajak Daerah yang selanjutnya 
disebut Petugas Pemungut Pajak adalah petugas 
pemungut Pajak Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pemungutan Pajak Daerah. 

50 . Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya 
disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi 
dan Bangunan. 



-7-

51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat 
ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih 
besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya 
tidak terutang. 

52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 
tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa 
bunga dan l atau denda. 

53. Su ra t Keputusan Keberatan adalah su rat keputusan 
atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDLB, atau 
terhadap pemoton gan a tau Pemun gutan pihak ketiga 
yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

54. Putusan Banding adalah putusan badan pera ilan 
pajak atas ba nding terhadap Surat Kepu u an 
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

55 . Surat Keputu sa n Pembetulan adalah urat 
keputusan yang m embetulkan kesalaha tulis, 
kesa lahan h itung, danl atau kekeliruan dalam 
penerapan keten tuan terten tu dalam er turan 
perundan g-undangan perpajakan Daerah yang 
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDLB, STPD, Surat 
Keputusan Pem betulan, atau Surat Kepu tusan 
Keberatan. 

56. Penagihan adalah serangkaian tindaka n agar 
Pen anggung Pajak melun a si uta n g Pajak da n biaya 
Penagihan Pajak den gan menegur atau 
m emperingatkan, melaksan akan Penagihan seketika 
da n sekaligus , m emberitahukan surat paksa, 
m engusu lkan pencegahan, mela ksanakan penyitaan, 
melaksanakan penyanderaan , dan menjual barang 
yang telah disita . 

57. Penagih an Seketika dan Sekaligus adala h tindakan 
Pen agihan pajak yang d ilaksa n akan oleh jurusita 
Pajak k epada Penan ggung Pajak tanpa menunggu 
tanggal jatu h tempo pem bayaran yang meliputi 
seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa 
Pajak, dan tahun Pajak. 

58 . Utang Paja k adalah Pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sa nksi a dministratif berupa bunga, denda, 
dan/atau ken a ikan yang tercantum dalam surat 
ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

59. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh 
Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi 
Utang Pajak. 

60. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang 
Pajak dan biaya Penagihan Pajak. 

61. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan 
Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan 
Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, 
dan penyanderaan. 

62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
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dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan profesiona l berdasarkan suatu standar 
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Pajak danl atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

63. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disin gkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
peraturan Daerah. 

Pasa12 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. pengenaan PBB-P2; 
b. pengenaan Paj a k Reklame; 
c. pengenaan PAT; 
d . tata cara pendaftaran, pendataan dan peno a k tifan 

Wajib danl atau Objek Pajak; 
e. tata cara penetapan Pajak terutang; 
f. tata cara pem bayaran dan penyetoran serta j angka 

waktu; 
g. tata cara kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak; 
h. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, 

penerbitan t agihan, serta pembetula n dan 
pembatalan; 

1. tata cara pem berian insentif fiskal dan kem dahan 
pembayaran Pajak terutang atau Uta n g Pajak; 

J. tata cara pengajuan, pem berian keputusa , dan 
tindak lanjut k eputusan Keberatan; 

k. ta ta cara pengajuan dan tinda k lanju t a ta s Putusan 
Bandin g; 

1. ta ta cara penagihan dan ked alu warsa pen agihan, 
serta pengh a pusan piutang Pajak; 

m. tata cara pem eriksaan Pajak; 
n. pembukuan; 
o. pemberian in sentif Pemungutan Pajak; dan 
p. pelaporan dan rekonsiliasi penerimaan Pajak. 

BAB II 
PENGENAAN PBB-P2 

Bagian Kesatu 
Objek PBB-P2 

Pasal3 

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan 
yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan. 

(2) Objek PBB-P2 berupa Bumi termasuk permukaan 
bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. 
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(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah 
kepemilikan, penguasaan, danl atau pemanfaatan 
atas: 
a. Bumi danl atau Bangunan kantor pemerintah 

pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor 
penyelenggara negara lainnya yang dicatat 
sebagai barang milik negara atau barang milik 
Daerah; 

b. Bumi dan I atau Bangunan yang digunakan 
semata-mata untuk melayani kepentingan 
u mum d i bidang keagamaan , panti so sial, 
kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan 
n a s ion a l, ya ng tidak d im aksud kan untuk 
memperoleh keuntungan; 

c . Bumi danl atau Bangunan yang semata-m a ta 
digunakan u ntuk tempat makarn (ku u ra n) , 
peninggalan purbakala, atau yang sejenis ; 

d. Bumi yang meru pakan hutan lindung, hutan 
suaka ala m, hutan wisata, taman n a ional, 
tanah pen ggembalaan yang dikuasai oleh desa, 
dan tan a h negara yang belu m dibebani suatu 
h a k; 

e . Bumi danl atau Ba n gunan yang diguna kan oleh 
perwakilan diplomatik dan konsulat 
berdasarkan a sas perlakuan timbal ba lik; 

f. Bumi dan I atau Bangunan yang digu n a ka n oleh 
Badan atau perwakilan lem baga internasional 
yang ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perunda n gan -und anga n ; 

g. Bumi da n l atau Ban gunan u n tuk jalu r kereta 
api, m oda raya terpadu (Mass Rap id Transit), 
lintas raya terpadu (Light Rail Transit), a tau yang 
seJem s ; 

h . Bu mi dan l a tau Ban gunan tem pa t tinggal 
lainnya berdasarkan NJ OP terten tu yang 
ditetapka n oleh Bu pati; da n 

1. Bu mi danl atau Bangun an yang dipungut pajak 
bumi dan bangunan oleh pemerin tah pusat. 

Pasal4 

(1) Objek PBB-P2 diba gi menjadi: 
a. Objek Pajak Umum; dan 
b. Objek Pajak Khusus. 

(2) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a merupakan objek pajak yang 
memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah 
berdasarkan kriteria tertentu, terdiri dari: 
a. Objek Pajak Standar; dan 
b. Objek Pajak Non Standar. 

(3) Objek Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a objek pajak yang memenuhi kriteria 
se bagai beriku t: 
a. tanah dengan luas $10 . 000 m 2 (kurang dari 

atau sarna dengan sepuluh ribu meter persegi); 



-10-

b. bangunan dengan jumlah lantai ~4 (kurang dari 
atau sarna dengan empat) lantai; dan 

c. bangunan dengan luas ~1.000 m 2 (kurang dari 
atau sarna dengan seribu meter persegi). 

(4) Objek Pajak Non Standar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b merupakan objek pajak yang 
memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut: 
a. tanah dengan luas > 10.000 m 2 (lebih dari 

sepuluh ribu meter persegi); 
b . bangunan dengan jumlah lantai >4 (lebih dari 

empat) lantai; atau 
c . bangunan dengan luas > 1.000 m 2 (lebih dari 

seribu meter persegi). 
(5) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimak su pada 

ayat (1) huruf b merupakan objek pajak y ng 
m emiliki konstruksi khusus atau keberada n ya 
memiliki arti yang khusus, meliputi: 
a. jalan tol; 
b. galangan kapal, dermaga; 
c. lapangan golf; 
d. pabrik semenjpupuk; 
e. tempat rekreasi; 
f. tempat penampunganjkilang minyak, a Ir dan 

gas, pipa minyak; 
g. stasiun pengisian bahan bakar; dan 
h . menara. 

Bagian Kedua 
NJOP 

Paragraf 1 
Umum 

Pasa15 

(1) NJOP merupakan dasar pengenaan PBB-P2. 
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan penilaian. 
(3) NJOP Tidak Kena Pajak d itetapkan sebesar 

Rp10.000 .000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 
Wajib PBB-P2. 

(4) Dalarn hal Wajib PBB-P2 memiliki atau menguasai 
lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak 
kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk 
setiap Tahun Pajak. 
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Paragraf 2 
Persentase NJOP yang Digunakan 

untuk Perhitungan PBB-P2 

Pasal6 

(1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 
ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) 
dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP 
setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). 

(2) Penentuan besaran persentase sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 
dilakukan minimal dengan mempertimban gkan: 
a. kenaikan NJOP hasil penilaian; 
b. bentuk pemanfaatan objek pajak; danl ata 
c . klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah. 

(3) Besaran persentase atas kelompok objek PBB-P2 
untuk penetap a n NJOP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditentukan sebagai berikut: 
a . NJOP dengan nilai sampai dengan 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 
ditentuka n 90% (sembilan puluh persen ); 

b. NJOP den gan nilai Rp50 .000.00 1 ,00 (lima puluh 
juta satu rupiah) sampa i dengan 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 
ditentukan 75% (tujuh puluh lima per en ); 

c. NJOP dengan nilai Rp100 .000 .001 ,00 (seratus 
juta satu rupiah) sa mpru dengan 
Rpl.OOO .OOO. OOO,OO (satu m ilyar rupiah), 
ditentukan 65% (enam puluh lim a persen); 

d . NJOP dengan nilai Rp l.OOO.000.001 ,00 (satu 
milyar satu rupiah) sampai dengan 
Rp 1.500 .0 00.000,00 (satu m ilyar lima r tus juta 
rupiah) , ditentukan 100% (sera tus persen); 

e. NJOP dengan nilai Rp1.500 .000.001 ,00 (satu 
milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai 
dengan Rp 2.000.000.000 ,00 (dua m ilyar rupiah), 
ditentukan 100% (seratus persen ); dan 

f. NJOP dengan nilai di atas Rp2.000.000.001,00 
(dua milyar satu rupiah), ditentukan 85% 
(delapan puluh lima persen) . 

Paragraf 3 
Penilaian 

Pasal 7 

(1) Penilaian dilakukan dalam rangka penetapan NJOP. 
(2) NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibedakan menjadi: 
a. NJOP Bumi; 
b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; danl atau 
c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus. 
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Pasal8 

(1) NJOP Bumi s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) huruf a m erupakan hasil perkalian antara 
total luas areal Objek Pajak yang dikenakan dengan 
NJOP Bumi per meter persegi. 

(2) NJOP Bumi per m eter persegi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) m erupakan hasil konversi NIR per 
meter persegi k e da lam klasifikasi NJOP Bumi. 

(3) NJOP Bumi s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung melalui Penilaian Massal a tau Penilaian 
Individual. 

Pasal9 

(1) Penilaian Massal dan Penilaian Individual u n tuk 
m enentukan NJ OP Bumi sebagaimana dim aksud 
dalam Pasa l 8 ayat (3) dilakukan dengan mem b ntuk 
NIR dalam setia p ZNT. 

(2) NIR sebagaima na dimaksud pada ayat (1) d ipe roleh 
dari harga rata-ra ta t ransaksi jua l beli ya g terjadi 
secara wajar dan telah dilakukan penyesuai n . 

Pasal l0 

Klasifikasi NJOP Bumi tercantum pada huruf A dalam 
Lampira n yang m eru pakan bagian tida k terpisah kan dari 
Peratu ran Bupati ini. 

Pasal 11 

(1) NJOP Bangun an m erupa kan h a sil perkalia an tara 
total luas bangunan den gan NJOP bangunan per 
m eter persegi. 

(2) NJOP Banguna n per m eter persegi sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) merupa kan h a sil konversi 
nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi 
NJ OP. 

(3) NJ OP Bangunan Objek Pajak Um u m Pasal 7 ayat (2) 
huruf b dihitu n g baik m elalui Penilaian Massal 
maupun Pen ilaia n Individual. 

(4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus Pasal 7 ayat (2) 
huruf c dihitu n g melalui Penilaian Individual. 

(5) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak 
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai 
untuk memperoleh NJOP secara akurat. 

Pasal12 

(1) Penilaian Ma ssal untuk men en tukan NJOP 
Bangunan se b a ga imana dimaksu d dalam Pasal 11 
ayat (3) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk 
setiap jenis penggunaan Bangunan. 
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(2) Jenis penggunaan Bangunan sebagaima na dimaksud 
pada ayat (1) diklasifikasikan atas: 
a. perumahan; 
b. perkantoran; 
c. pabrik ; 
d. toko j apotekj pasar j ruko; 
e . ruma h sakitj k linik; 
f. olah ragaj rekreasi; 
g. hotel j restoran j wi sma; 
h. bengkel j gudangj pertanian; 
1. gedung pemerintah; 
J. lain-lain; 
k. bangun an tidak kena paja k ; 
1. bangun an parkir; 
m. apartemen jkondominium; 
n. pompa ben sin (kanopi); 
o . tangki m inyak; dan 
p . gedung sek olah. 

Pasal 13 

(1) Penilaian Individu al untu k men entu an NJOP 
banguna n se ba gaimana dimaksud dalam Pa sal 11 
ayat (3) dan ayat (4 ) dapat d ilakukan dengan ca ra: 
a. membandin gkan dengan nila i Bangun a n lain 

ya ng sej en is; 
b. menghitu ng nila i peroleh a n baru Ba gunan 

dikurangi dengan penyusutan; atau 
c . m enghitung pendapatan dalam satu tahun dari 

pem a nfaatan Bangun an yang dinilai, d ikurangi 
dengan biaya kekosongan dan biaya operasi. 

(2) Penilaian In dividu a l dapat d ila kukan melalu i kerja 
sarna Daerah denga n penilai p emerin tah , penilai 
publik dan instans i lain yang terka it. 

Pasal 14 

Klasifika si NJ OP Bangunan tercantum pada huruf B 
dalam Lampiran yang m erupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 4 
Penetapan 

Pasal 15 

(1) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek 
PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun 
sesuai dengan perkembangan wilayahnya. 

(3) NJOP sebagaiman a dimaksud pada aya t (1) dihitung 
berdasarkan harga rata-rata yang d iperoleh dari 
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. 
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(4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata 
sebagaimana dimaksud pada aya t (3), penghitungan 
NJOP dapat dilakukan dengan metode: 
a. perbandingan harga dengan objek lain yang 

seJenlS; 
b. nilai perolehan baru; atau 
c . nilai jual p engganti. 

Bagian Ketiga 
Tarif PBB-P2 

Pa sal 16 

(1) Tarif PBB-P2 sebagai berikut: 
a. NJOP dengan nilai sarnpm d en gan 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta p iah) 
ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma sa tu dua 
lima persen); 

b. NJOP den gan n ilai Rp50 .000.001 ,OO (lim a uluh 
juta sa tu ru piah) sampai dengan 
Rp100.00 0 .000,00 (seratu s juta rupiah) 
ditetapkan sebesar 0, 15% (no I koma sa tu lima 
persen ); 

c. NJOP dengan n ilai Rpl OO.000.001 ,OO ( eratus 
juta sa tu rupiah) sampm dengan 
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
diteta p kan sebesar 0, 17 5% (n ol koma sat tujuh 
lima persen); 

d . NJOP dengan n ilai Rp1.000.000.001 ,0 (satu 
m ilya r satu rupia h) sampai dengan 
Rp 1.500 .000.000 ,00 (satu m ilyar lima ra tus juta 
rupiah) ditetapkan sebesar 0 ,2% (nol k oma dua 
persen ); 

e . NJ OP dengan n ilai Rp1.500 .000. 00 1, 0 (satu 
milyar lim a ratus juta sa tu rup iah) sampai 
dengan Rp2.000.0 00.000,00 (dua m ilyar rupiah) 
ditetapka n sebesar 0,225% (nol koma dua dua 
lim a persen) ; dan 

f. NJOP dengan nilai di atas Rp2.000.000.001,00 
(dua milyar satu rupia h ) ditetapkan sebesar 
0 ,25% (nol koma du a lima persen) . 

(2) Tarif PBB-P2 seba gaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang berupa lahan produksi pangan dan lahan 
ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu 
persen). 

Bagian Keempat 
Cara Penghitungan PBB-P2 

Pasal17 

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan NJOP yang telah ditetapkan 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan 
tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. 

Bagian Kelima 
Saat Terutang PBB-P2 

Pasal18 

(1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat 
terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/ atau 
pemanfaatan Bumi dan/ atau Bangun an. 

(2) Saat yang menentukan untuk mengh itung PBB-P2 
yang terutang sebagaimana d imaksud p a da ayat (1) 
menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 
Januari. 

Bagian Keenam 
Tahun PBB-P2 

Pa sal 19 

Tahun PBB-P2 adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender. 

Bagia n Ketujuh 
Wilayah Pem u nguta n PBB-P2 

Pasal20 

(1 ) Wilayah Pem ungu tan PBB-P2 yang terutang 
merupakan wilayah Daerah yang melip ti leta k objek 
PBB-P2. 

(2 ) Terma suk dalam wilayah Pem u ng ta n PBB-P2 
seb a gaimana d imaksud pada aya t (1 ) m erupakan 
wilayah Daerah tempat Bumi dan/ a ta u Bangunan 
berikut berada: 
a . laut pedalaman da n pera iran darat serta 

Bangunan di atasnya; d an 
b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman 

dan perairan darat yang konstruksi tekniknya 
terhu bung dengan Bangunan yang berada di 
daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut. 

BABIII 
PENGENAAN PAJAK REKLAME 

Bagian Kesatu 
Objek Pajak Reklame 

Pasal 21 

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan 
Reklame. 
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(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. Reklame papa nl billboardlvideotronl megatron; 
b. Reklame kain; 
c. Reklame melekatl stiker; 
d. Reklame selebaran; 
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 
f. Reklame udara ; 
g. Reklame apung; 
h . Reklame film/ slide; dan 
i. Reklame peragaan. 

(3) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Rekla m e adalah: 
a . penyelenggaraan Reklam e melalui internet, 

televisi, radio, warta harian, warta m in gguan, 
warta bulanan dan sejenisnya; 

b . label a tau merek produk yang melekat p da 
barang y a ng diperdagangkan, yang b r f n gsi 
untuk m embedakan dari produk sejenisnya ; 

c. nama pengenal usaha a tau profes i yang 
dipasang melekat pada bangunan dan I a tau di 
dalam area tempat usaha atau profesi yang 
j enis, u kuran, bentuk, dan bahan Rek lamenya 
d iatur d a lam Peraturan Bupati dengan 
berpedom a n pada ketentuan yang m ngatur 
tentang n ama pengenal usaha a t u profesi 
tersebut; 

d. Reklame yang diselen ggarakan oleh pem erintah 
pusat, Pemerintah Provinsi danl atau 
Pemerintah Daera h ; dan 

e . Reklame yang diselen ggarakan dalam rangka 
kegiatan politik, sos ial, d a n keagam a an yang 
t idak disertai dengan iklan komers ial. 

Ba gian Kedua 
N ilai Sewa Reklame 

Pasal22 

(1) Nilai Sewa Reklame merupakan dasar pengenaan 
Pajak Reklame. 

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak 
ketiga, Nilai S ewa Reklame sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak 
Reklame. 

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai 
Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan 
yang digunakan, lokasi penempatan, waktu 
penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, 
dan ukuran media Reklame. 

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak d iketahui dan I atau 
dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan 
dengan menggunakan faktor se bagaimana dimaksud 
pada ayat (3). 
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Pasa123 

(1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1) d idasarkan pada: 
a. NJOP Reklame; dan 
b. nilai strategis pemasangan reklame. 

(2) NJOP Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a ditentukan oleh faktor berikut: 
a. biaya pembuatanj pemasanganj pemeliharaan 

Reklame; 
b. lamanya pemeliharaan Reklame; 
c. jenis Reklame yang dipasang; 
d. luas Rek lame. 

(3) NJOP Reklame sebagaima na dimaksud pa d a ayat (1) 
huruf a tercantum pada huruf C dalam La m p iran 
yang merupa kan bagian tidak terpisahkan a n 
Peraturan Bupa ti ini. 

(4) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebaga i lana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b diten tukan 
berdasarkan hasil perkalian NJOP Re lame 
sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dan kla ifikasi 
jalan dengan s k or yan g d itentukan. 

(5) Klasifikasi j a lan sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) 
ditentukan denga n skor sebagai berikut: 
a. j alan tol d en gan s kor 1 ,0 0 (lima koma n ol 01); 
b . kelas j a lan A u ntuk j alan nasional de gan skor 

0,05 (nol k oma nollima); 
c. kelas j a lan B untuk jalan p rovinsi e ga n skor 

0 ,03 (nol koma nol tiga ); d an 
d . k elas jala n C untuk j alan kabu paten, j a l n desa, 

d a n j alan lingkun gan dengan skor 0 , 2 (no 1 
kom a n ol dua). 

(6 ) Untuk pen ghitunga n d i lu ar kla s ifika s i selain 
seb aga imana dimak su d pada ayat (4 ) d itentukan 
den ga n skor 0,5 (nol koma lima) . 

Pasal24 

(1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 2 3 ayat (1 ) dihitung d en gan rumus sebagai 
be rikut: 

Nilai Sewa 
Reklame 

NJOP + Nilai Strategis 
Reklame Pemasangan Reklame 

(2) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus 
sebagai berikut: 

Nilai Strategis 
Pemasangan 

Reklame 

Kelas 
Jalan 

x NJOP 
Reklame 

(3) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada huruf D 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku untuk 1 (satu) sisi/muka Reklame. 

(5) Dalam hal jumlah sisi muka Reklame lebih dari 1 
(satu) maka penghitungannya dengan rumus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan 
dengan jumlah sisi/ muka Reklame. 

(6) Khusus Pajak Reklame untuk produk rokok dan 
alkohol, perhitungan Nilai Sewa Reklamenya 
ditambah 25% (dua puluh lima persen) . 

Bagian Ketiga 
Tarif Pajak Reklame 

Pasa l25 

Tarif Pajak Reklame d itetapkan sebesar 25% (dua p uh 
lima persen). 

Bagian Keempat 
Cara Penghitunga n Pajak Reklame 

Pasa126 

Besaran pokok Paja k Reklame yang teruta g d ihitung 
dengan cara m engalikan Nilai Sewa Reklame s bagaimana 
d imaksu d dalam Pasal 24 ayat (1) dengan tarif Pajak 
Reklame sebagaimana dimaksud dala m Pasal25. 

Bagian Kelim a 
Saat Teruta ng Paja k Reklame 

Pasal 27 

Saat terutang Paja k Rekla m e d itetapkan pada saat 
terjadinya penyelenggaraan Reklame. 

Bagian Keenam 
Tahun dan Masa Pajak Reklam e 

Pasal28 

Tahun dan Masa Pajak Reklame ditentukan sebagai 
berikut: 
a. untuk Reklame permanen tahun pajaknya dengan 

jangka waktu 1 (satu) tahun kalender; dan 
b. untuk Reklame insidental tahun dan masa pajaknya 

sarna dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame. 
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Bagian Ketujuh 
Wilayah Pemungutan Pajak Reklame 

Pa sa129 

(1) Pajak Reklame ya n g terutang dipungut di wilayah 
Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan. 

(2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e , Pajak 
Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah 
tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar. 

BABIV 
PENGENAAN PAT 

Bagian Kesatu 
Objek PAT 

Pasal30 

(1) Objek PAT adalah pengambilan d an jatau 
pem anfaatan Air Tanah. 

(2) Yang d ikecualika n dari objek PAT dalah 
penga m bilan u ntuk: 
a. keperluan dasa r rumah tangga; 
b. pengairan pertanian ra kyat; 
c. perikana n rakyat; 
d. peternaka n rakyat; 
e . keperlua n keagam aan; dan 
f. pemanfaatan Air Tana h yang dilakuk n oleh 

pemerin tah pu sat, Pemerin tah Pr vinsi dan 
Pem erintah Daerah. 

Bagian Kedua 
Nilai Perolehan Air Tan ah 

Pasa13 1 

(1) Nilai Perolehan Air Tanah m erupakan dasar 
pengenaan PAT. 

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud 
pada aya t (1) a dala h hasil perkalian antara harga air 
baku dengan bobot Air Tanah. 

(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan 
pengendalian sumber daya Air Tanah. 

(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas 
faktor beriku t : 
a. jenis sumber air; 
b. lokasi sumber air; 
c. tujuan pengambilan danj atau pemanfaatan air; 
d. volume air yang d iambil danj atau 

dimanfaatkan; 
e. kuali tas air; dan 
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f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan 
oleh pengambilan danj atau pemanfaatan air. 

Pasal32 

(1) Ketentuan mengenai penghitungan Nilai Perolehan 
Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
diatur dalam Peraturan Bupati mengenai tata cara 
penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah. 

(2) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesu ai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Ta rif 

Pasa133 

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen ). 

Bagian Kempat 
Cara Penghitungan 

Pasa134 

Besaran pokok PAT yang terutang d ih itung de gan cara 
menga likan Nilai Perolehan Air Ta nah yang telah 
ditetapkan sesuai ketentu an peratu ran pen l ndang­
unda ngan se bagaimana d imak su d dalam Pasal 2 ayat (1) 
d engan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam a al33. 

Bagian Kelim a 
Saat Terutang PAT 

Pasal35 

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya 
p engambilan danjatau pemanfaatan Air Tanah. 

Bagian Keenam 
Masa PAT 

Pasal36 

Masa PAT untuk pengambilan dan pemanfaatan air tanah 
secara permanen dan terus menerus, jangka waktu 
lamanya 1 (satu) bulan kalender. 
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Bagian Ketujuh 
Wilayah Pemungutan PAT 

Pasal37 

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

BABV 
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENONAKTIFAN 

ATAU PENGHAPUSAN WAJIB DAN/ATAU OBJEK PAJ AK 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran 

Para graf 1 
Um um 

Pasal38 

(1) Waj ib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/ata objek 
Pajaknya kep ada Bupa ti atau Kepala Perangkat 
Daerah den ga n menggunakan: 
a. surat pen da ftaran objek Pajak untuk j enis Pajak 

Reklame dan PAT; dan 
b . SPOP untuk jen is PBB-P2 . 

(2) Surat pendaftaran objek Pajak dan SPOP 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1 disediakan dan 
da pa t diperoleh pada Perangkat Daerah, Kec matan, 
dan Desa. 

(3) Surat pen daftaran objek Pajak da n SPOP 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) disa m paikan 
kepada Bupati ata u Kepa la Peran gkat Daera paling 
la ma 30 (tiga puluh ) h ari sejak d iterim a nya SPOP 
oleh Wajibsebaga imana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b. 

(4) Surat pendaftaran Objek Pajak dan SPOP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format 
tercantum pa da huruf E dan huruf F dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 2 
Kelengkapan Berkas 

Pasal39 

Pendaftaran Wajib dan/atau Objek PBB-P2 dengan 
melampirkan berkas sebagai berikut: 
a. surat pengantar dari Desa yang diketahui oleh 

Camat tempat Objek PBB-P2 berada; 
b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau 

identitas lainnya dari Wajib PBB-P2 pribadi, fotokopi 
kartu tanda penduduk wakil perusahaan bagi Wajib 
PBB-P2 Badan, atau kuasanya apabila dikuasakan; 



-22-

c. surat kua sa bermaterai cukup apabila permohonan 
diajukan oleh kuasanya; 

d. foto bangunan, a p abila objek PBB-P2 merupakan 
bangunan; 

e. surat tanda buk ti hak atas Bumi danl atau 
Bangunan berupa: 
1. fotokopi bukti kepemilikan hak atas Bumi 

dan/atau Ban gunan; 
2. fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi 

danl atau Bangunan; atau 
3 . fotokopi bukti hak penguasa a n atas Bumi 

dan/ata u Ban gunan; 
f. dalam h a l bukti hak ya ng d ilampir kan berupa 

fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi an i atau 
Bangunan seb a ga imana dimaksud pada h ru e 
angka 2, m a k a harus melampirkan surat izi d i 
pemilik Bumi danl atau Bangunan; 

g. surat keterangan Kepa la Desa mengenai Obje BB­
P2;dan 

h. fotokopi SPPT dari Wajib PBB-P2 atau 0 dek P B-P2 
yan g berbatasan langsu ng. 

Pas a140 

(1) Pendaftaran Waj ib dan/atau Obj k Pajak Reklame 
dan PAT dengan melampirkan berk s ebagai 
berikut: 

a . fotokopi kartu tanda pend duk bagi Wajib 
Pajak pr ibadi ata u fotokop i kart tanda 
pen duduk wakil perusa haan bag ' j ib Pajak 
Badan ; 

b. Nomor Pokok Waj ib Pajak (NPWP); 

c . fo tokopi a k ta pendiria n perusahaan; dan I atau 
d. nomor indu k berusa h a bagi Wajib Pajak Badan. 

(2) Khu sus Wajib Pajak Rekla m e, s lain m elampirkan 
berkas sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), 
pendaftara n diserta i: 
a. keterangan m engenai: 

1. j enis Reklame; 
2. u ku ran Reklame; 

3. masa penyelenggaraan Reklame; 

4 . lokasi; 

5. produk yang menjadi konten/isi Reklame; 

6. gam bar I naskah Reklame yang akan 
dipasang; danl atau 

b . surat pernya taan tidak keberatan dari pemilik 
bidang tanah , lahan pemukiman, rumahl 
bangunan, lahan pertanian a tau lahan 
perkebunan, tempat Reklame d ipasang. 
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Paragraf 3 
Penerbitan NPWPD, Nomor Registrasi, NOPD, 

atau Jenis Penomoran Lain 

Pasal41 

(1) Kepala Perangkat Daerah meneliti surat pendaftaran 
objek Pajak dan SPOP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat (1) dan kelengkapan berkas 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 39 dan Pasal40. 

(2) Khusus untuk PBB-P2 , petugas pada Perangkat 
Daerah melakukan penelitian la pangan untuk 
m emastikan keben aran SPOP. 

(3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebaga 'mana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) s rat 
pendaftaran objek Pajak dan SPOP telah sesua i dan 
berkas telah d inyatakan lengkap, kepada pe d aftar 
diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitka n oleh 
Kepala Perangkat Daerah. 

(4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana ima ksud 
pada ayat (3), Kepala Perangka Daerah dapat 
m enerbitkan n omor registrasi, NOPD, ata Jems 
penomoran lain yang d ipersamakan. 

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 
orang pribadi d ihubun gkan dengan n om or induk 
kependudukan . 

(6) NPWPD seba gaimana dimaksud pada aya (3) untuk 
Badan dihubu n gkan dengan nomor induk be saha. 

(7) NOPD sebagaim ana dimaks d pada ayat (3) dengan 
s truktu r terdiri dari 18 (delapan belas) igit dengan 
u rutan : 
a. d igit ke- l (kesatu) da n ke-2 (kedua ) m er pakan 

kode Provin si; 

b. digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) 
merupakan kode Kabupaten; 

c. digit ke-5 (kelima) sampai dengan digit ke-7 
(ketujuh) merupakan kode Kecamatan; 

d. digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-
10 (kesepuluh) m erupakan kode Desa; 

e. digit ke-11 (kesebelas) sampai dengan digit­
ke13 (ketiga belas) merupakan kode nomor urut 
Blok; 

f. digit ke-14 (keempat belas) sampai dengan digit 
ke-17 (ketujuh belas) merupakan kode urut 
Objek PBB-P2; dan 

g. digit ke-18 (kedelapan belas) merupakan kode 
tanda khusus . 
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Paragraf 4 
Mutasi PBB-P2 

Pasal42 

(1) Khusus untuk PBB-P2, dapat dilakukan Mutasi 
dalam hal terjadi peralihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan meliputi: 
a . pemecahan m enjadi beberapa bidang tanah; 
b . perubahan data Subjek dan/ a tau Objek PBB­

P2 karena Subjek dan/ atau Objek PBB-P2 
menjadi beberapa orang dan/ a tau beberapa 
bidang; dan 

c. penggabungan Objek PBB-P2 . 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada yat (1) 

disa mpaikan oleh Wajib atau Subjek PBB-P2 de g n 
mengisi form ulir yang disediakan Kepala Per g at 
Daerah dengan melampirkan berkas sebagai er i ut: 
a. surat pen gantar dari Desa dan diketa ui oleh 

Camat, d alam hal permohonan dilakukan 
secara kolektif m elalui Pemerint h Desa; 

b . fo tokopi identitas Wajib atau Subjek PBB-P2 
atau kuasanya apabila dikuasakan; 

c. surat ku a sa bermaterai cuku p a abila 
permohon an diajukan oleh kua nya; 

d. SPOP ya n g telah diisi denga n jelas, en a r dan 
lengkap serta ditandatangani 0 e ajib atau 
SUbjek PBB-P2; 

e. a sli SPPT tahun paja k b rjalan; 
f. telah m eluna si PBB-P2 5 (lima) tahu te akhir, 

kecu ali u n tuk proses Mutasi Gabung, NOPD 
yan g d iha pu s waj ib lunas n tuk semua 
kewajiban Pajak yan g terutang seb u tahun 
berjalan; 

g. surat tanda bukti hak ata s Bumi dan/atau 
Bangunan; dan 

h. surat keterangan Kepala Desa ya ng diketahui 
oleh Cama t men genai terjadinya peralihan hak 
a tas tanah dan/ atau bangunan. 

(3) Pelayanan mutasi/ pemecahan/ penggabungan 
sebagaima na d im aksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dari bulan Ma r et sampai dengan Bulan Mei. 

(4) Pelayanan mutasi/ pemecahan/ penggabungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
diperpanjang waktunya paling lama sampai dengan 
Bulan Juni. 

(5) Permohonan mutasi/ pemecahan/ penggabungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
dilakukan oleh perorangan/kuasa dan/ atau secara 
kolektif melalui Pemerintah Desa . 
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Paragraf 5 
Pendaftaran Secara Dalam J a ringan (Daring) I Online 

Pasal43 

(1) Pendaftaran Wajib dan/atau Objek Pajak dapat 
dilakukan secara dalam jaringan (daring) I online. 

(2) Khusus pendaftaran Wajib danl atau Objek PBB-P2 
melalui aplikasi SISMIOP. 

Bagian Kedua 
Pendata an 

Paragraf 1 
Um um 

Pa sa1 44 

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, 
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah seca ra j batan 
menerbitkan NPWPD berdasar an data yang 
diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. 

(2) Pendataan dilakukan untuk me peroleh, 
melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak 
dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi g ografis 
objek Pajak u ntuk keperluan administrasi erpajakan 
Daerah. 

Pa ragraf 2 
PBB-P2 

Pasal45 

(1) Pendataan PBB-P2 m eliputi selu ruh B m i danl atau 
Bangunan dalam wilayah Daera h. 

(2) Pendataan Obj ek PBB-P2 dilakukan secara : 
a. pasif; atau 
b. aktif. 

(3) Pendataan secara pasif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a d ilakukan oleh Subjek PBB-P2 
dengan cara menglsl, menandatangani dan 
menyerahkan SPOP kepada Perangkat Daerah. 

(4) Pendataan secara aktif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dilakukan dilakukan oleh Perangkat 
Daerah dengan menggunakan formulir SPOP melalui: 
a. identifikasi Objek PBB-P2; 
b. verifikasi data Objek PBB-P2; dan 
c. pengukuran bidang Objek PBB-P2 dengan 

mencocokan data yang ada di Perangkat Daerah 
dengan kondisi sebenarnya Objek dan SUbjek 
PBB-P2. 

(5) Pendataan melalui identifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan pada 
Objek PBB-P2 yang belum terdata dalam administrasi 
PBB-P2. 



-26-

(6) Pendataan melalui verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf b dilakukan pada Objek PBB-P2 
yang sudah terdata dalam administrasi PBB-P2. 

(7) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian an tara data 
yang dimiliki Wajib PBB-P2 dengan bukti di 
lapangan, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan 
pemeriksaan. 

(8) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan melampirkan berkas sebagai berikut: 
a . fotokopi identitas diri berupa kartu tanda 

penduduk atau dokumen lain yang sah; 
b . fotokopi bukti kepemilikan, pen guasaan atau 

pemanfaatan; 
c. surat keterangan dari Kepala D a yang 

diketahui oleh Camat, mengenai kepem ilik n 
dan keteran gan lainnya; dan 

d. mengisi formulir SPOP disertai tanda t n gan 
Wajib PBB-P2 atau kuasanya. 

Pasal46 

(1) Berdasarkan hasil pendataan s baga imana 
dimaksud dala m pasal 44, terhadap Objek P B-P2 
diberikan NOPD. 

(2) Pendataan terhadap Mutasi Hab· tidak 
menghilangkan NOPD lama. 

(3) Pendataan terhadap Mutasi Pecah atas tan h induk, 
m a sing-masing penerima pecahan mendap t NOPD 
baru, sedangkan NOPD lama terpaka i sebagai NOPD 
induk. 

(4) Untuk Mutasi Ga bung beberapa NOPD, NOPD 
terkecil dipakai untuk NOPD induk seda ngkan 
NOPD lainnya dihapu s. 

Pasal47 

Kegiatan pemeliharaan basis data PBB-P2, dilakukan 
secara dalam jaringan (daring) / online oleh Perangkat 
Da erah dengan menggunakan aplikasi SISMIOP. 

Paragraf 3 
Pajak Reklame 

Pasal48 

(1) Perangkat Daerah dapat melaksanakan pendataan 
Objek dan Subjek Pajak Reklame, dengan 
melakukan pengecekan kesesuaian data Reklame 
yang dilaporkan dengan Reklame yang terpasang 
dan mengambil dokumentasi Reklame. 

(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dituangkan dalam nota perhitungan sebagai 
dasar penetapan Pajak Reklame. 
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(3) Dalam hal terdapat perubahan atau penghentian 
sementara Reklame dalam mas a Pajak Reklame 
berjalan Wajib Pajak Reklame harus 
memberitahukan kepada Perangkat Daerah. 

(4) Dalam hal Reklame dihentikan atau pemasangannya 
tidak diperpanjang, Wajib Pajak Reklame 
memberitahukan kepada Perangkat Daerah. 

(5) Perangkat Daerah melakukan pembaharuan data, 
dalam hal terdapat Reklame dihentikan atau 
pemasanganny a t idak diperpanjang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4). 

(6) Pemeliharaa n data Wajib Paj a k Rek lame dapat 
dilakukan secara dalam j aringan (daring) I nline. 

(7) Dalam hal tahun atau masa Pajak Reklam a kan 
berakhir, Kepala Perangkat Daerah mener itkan 
surat pemberita huan kepada Wajib Pajak R I me 
dalam waktu p aling lambat 1 (satu) bulan s eb . urn 
Tahun Pajak berakhir, atau 1 (satu) minggu s ebelum 
masa Pajak berakhir. 

Para graf 4 
PAT 

Pasal49 

(1 Penda taan Objek dan Subjek PAT dilaksan k a oleh 
Perangkat Daerah dengan mengisi formulir untuk 
m engumpulkan data-data ya ng meliputi: 
a. n ama d an a lam at lokasi p ngambil an/atau 

pem anfaatan Air Tanah; 
b. n ama dan alamat orang/ b dan yang 

melakukan pengambilan dan I atau 
pemanfaata n Air Tanah; 

c. jumlah titik tempat melakukan pe gambilan 
danl atau pemanfa atan Air Ta nah; d a n 

d. rata-rata volume atau kubikasi Air Tanah yang 
diambil atau dimanfaatkan. 

(2) Pendataan Objek dan Subjek PAT sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. m engunjungi/men datangi Subjek PAT; 
b. melakukan wawancara, melihat data 

pembukua n, melakukan pemantauan, atau 
cara lain yang diperlukan; dan 

c. melakukan pencatatan atau dokumentasi. 
(3) Pendataan Objek dan Subjek PAT dapat 

dilaksanakan dengan pengecekan kesesuaian an tara 
data Volume pemakaian Air Tanah yang dilaporkan 
dengan jumlah setoran Pajak Air Tanah dan 
mengambil dokumentasi terhadap aktifitas 
pengambilan Air Tanah. 

(4) Pendataan Objek dan Subjek PAT dapat 
dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) I online. 
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(5) Basil pendataan Objek PAT disampaikan kepada 
Perangkat Daerah provinsi yang membidangi energi 
dan sumber d aya mineral seSUaI ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagia n Ketiga 
Penonaktifan atau Penghapusan 

Pasal50 

(1) Dalam hal Waj ib Pajak tidak lagi memenuhi 
persyara tan subjek tif da n objekt if sesu a i ketentuan 
peraturan perunda ng-u n dangan , Bupati a ta Kepala 
Perangkat Daerah dapat melakukan pen n a k t ifan 
atau pengha pusa n NPWPD, nomor registrasi, NOPD, 
danl a tau jenis p enomoran lain yang diper sam akan, 
secara jabatan a tau atas dasar permohonan ajib 
Pajak. 

(2) Dalam hal pen onaktifan atau penghapu san NPWPD, 
nomor registrasi, NOPD, danl atau jenis pen omoran 
lain yang dipersamakan, secara j a batan seb g imana 
dimaksud pa da ayat (1), Bupati ata Kepala 
Perangkat Daerah m enerbitkan kepu tusan dalam 
jangka wa k tu pa ling lama Bulan November tahun 
b erja lan. 

(3) Dalam hal penonaktifan a tau p en ghapusan NPWPD, 
n omor registrasi, NOPD, danl a ta u jeni pen moran 
lain yang d ipersamakan, atas da sar perm honan 
Wajib Pajak s ebagaiman a d imaks d pada ayat (1), 
Bupati a tau Kepala Pera n gkat Daerah m en erbitkan 
kepu tu san dalam jangka wak tu 3 (tig ) b Ia n sejak 
tan ggal perm ohonan d iterima secara len gka p . 

(4 ) Dalam hal keputusan sebagaim ana dimak sud pada 
ayat (3) tidak d iterbitkan setelah melampaui jangka 
waktu 3 (tiga ) bulan, p er m ohonan Wajib Pajak 
d ianggap disetu jui. 

(5) Penon aktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 
regist rasi , NOPD , danl atau jenis penomoran lain 
yang dipersamakan secara ja batan atau atas dasar 
permohona n Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) d a pa t dilakukan sepanjang Wajib Pajak: 

a . tidak m emiliki tunggakan Pajak; dan 
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa 

keberatan, ba nding, gugatan, atau peninjauan 
kembali . 

(6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 
registrasi, NOPD, danl atau jenis penomoran lain 
yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), khusus untuk Waj ib Pajak Reklame dan 
Wajib PAT harus melampirkan surat k eterangan dari 
Kepala Desa bahwa objek Pajak dimaksud sudah 
tidak ada. 
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(7) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 
registrasi, NOPD, danl atau jenis penomoran lain 
yang dipersamaka n sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), khusus untuk Wajib Pajak Badan dilakukan 
setelah proses pembubaran Badan terse but sesual 
ketentuan peratura n perundang-undangan. 

BABVI 
TATA CARA PENETAPAN PAJAK E UTA 

Bagian Kesatu 
Umu m 

Pas a l51 

(1) Penetapan Paj a k Terutang melalui penerbitan: 

a. SPPT atau SKPD PBB-P2, untuk PBB-P2 ; ata u 

b. SKPD a tau dokumen lain yang diper amakan, 
untuk Paj a k Reklame dan PAT; 

(2) SKPD dan SPPT sebagaim ana dimak ud pada yat (1) 
dengan format tercantum pada h uru f G dan huruf H 
dalam Lampiran yang merupakan bagia n tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Ba gian Kedua 
Penetapan PBB-P2 Teruta n g 

Paragraf 1 
Pen erbitan da n Pen cetaka n SPPT 

Pasal52 

Bupati a tau Kepala Perangkat Da erah meneta pkan PBB­
P2 terutang berda sarkan SPOP seba gaiman a dimaksud 
dalam Pasa l 38 ayat (1) huruf b den ga n m enggunakan 
SPPT. 

Pasal 53 

(1) Bupati a tau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan 
SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 
berdasarkan hasil pemutakhiran data Objek dan 
Subjek PBB-P2, sebagai hasil dari pendafta raan dan 
pendataan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
dan Pasal 45. 

(2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan melalui: 
a. pencetakan massal; atau 
b. pencetakan bias a dalam rangka: 

1. pembuatan salinan SPPT; 
2. penerbitarI SPPT sebagai tindak lanjut atas 

keputusan keberatan, pengurangan atau 
pembetulan; 
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3. tindak lanjut pendaftaran Objek PBB-P2 
baru; 

4. mutasi Objek dan/atau SUbjek PBB-P2; 
dan/atau 

5 . penerbitan SPPT akibat data yang terblokir 
atau tidak aktif. 

(3) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud ayat (2) 
huruf a dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 
berjalan. 

(4 ) SPfYI' sebagaimana dima ksud aya t (3) diterbitkan 
dalam rangkap 1 (satu) ya n g dita nda tangani oleh 
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah. 

(5) SPPT sebagaimana d imaksud ayat (4) dikel m pokan 
menjadi 5 (lima) buku daftar himpunan keteta pan 
pajak yaitu: 
a. buku I jumlah pokok ketetapan RpO,O (n ol 

rupiah) sampai dengan Rpl00.000 ,00 ( era tus 
r ibu rupiah ) ; 

b. bu ku II jumlah pokok ketetapan Rpl00 .0 1,00 
(seratus r ibu satu rupiah) sampai dengan 
Rp500.00 0 ,00 (lima ratus ribu rupiah) ; 

c . bu ku III j u mlah pokok keteta pan Rp500 .00 1,00 
(lima ratu s ribu satu rupiah) sampai dengan 
Rp2 .0 00 .000,00 (duajuta rupiah) ; 

d . buku IV jumlah pokok kete tapan 
Rp2 .000 .0 01,00 (dua juta satu rupia ) ampai 
dengan Rp5.000.000 ,00 (lima juta rupiah); dan 

e . buku V jumlah pokok kete tapan diatas 
Rp5.000 .00 1 ,00 (lima ju ta satu rupiah). 

Paragraf2 
Penerbita n SKPD PBB-P2 

Pasa l54 

(1) Bupa ti atau Kepala Perangka t Daerah dapat 
menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal: 

a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib PBB-P2 dan 
setelah Wajib PBB-P2 d itegur secara tertulis oleh 
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah 
sebagaiman a diten tukan dalam surat teguran; 
dan/ a tau 

b . hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata 
jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari 
jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP 
yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

(2) Penerbitan dan SKPD PBB-P2 mutatis mutandis 
dengan penerbitan SPfYI' sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53. 
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Paragraf 3 
Penerbitan DHKP 

Pasal55 

(1) Seluruh Wajib PBB-P2 dan besarnya ketetapan PBB­
P2 dihimpun dalam DHKP dan diterbitkan oleh 
Kepala Perangkat Daerah. 

(2) DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
didistribusikan kepada: 
a. Camat; dan 
b. Kepala Desa. 

(3) DHKP sebagaim ana d imaksud pada ayat (1) 
tercantum pada huruf I dalam Lampira yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perat ran 
Bupati ini. 

Paragraf 4 
Penyampa ian SPPT 

Pasa l56 

(1) Penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan 
pertama tahun berkenaan setelah selesai 
pencetakan m a ssal se bagaimana dimaksu d dalam 
Pasal 53 ayat (2) huruf a. 

(2) Sebelum SPPT sebagaimana dima ksud pada ayat (1) 
d isampaikan k epada Wajib PBB-P2, ter ebi ahulu 
d ilakukan pem eriksaa n terh adap isi SPPT, m eliputi: 
a . SUbjek PBB-P2; dan 
b . Objek PBB-P2 ; danl a tau 
c . NJ OP. 

(3) SPPT sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) 
d isampaikan kepada Wajib PBB-P2 dengan 
ketentuan: 
a. SPPT buku I buku II, bu ku III dan DHKP 

d isampaikan dan dipungut kepada Wajib PBB­
P2 melalui Camat dan Kepala Desa ; dan 

b. SPPT buk u IV dan buku V yaitu SPPT dengan 
Objek PBB-P2 berupa m enara telekomunikasi 
dan/ atau Waj ib PBB-P2 badan usaha milik 
daerah/ badan u saha milik negara disampaikan 
kepada Wajib PBB-P2 oleh Perangkat Daerah. 

(4) Penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pad a 
ayat (3) paling lambat: 
a. 5 (lima) hari kerja dari Camat ke Kepala Desa; 

dan 
b. 15 (lima belas) hari kerja dari Kepala Desa 

kepada Wajib PBB-P2. 
(5) Penyampaian SPPT kepada Wajib PBB-P2 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, 
Kepala Desa dengan menugaskan perangkat desa, 
ketua rukun warga, ketua rukun tetangga, karang 
taruna, atau petugas pemungut PBB-P2 (un sur 
petugas yang berasal dari desa). 
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(6) Penyampaian SPPT sebagaimana d imaksud pada 
ayat (4) dituangkan dalam berita acara. 

Paragraf 5 
Penyampaian SKPD PBB-P2 

Pasal 57 

Penyampaian SKPD PBB-P2 mutatis m utandis dengan 
ketentuan penyampaian SPPT sebagaim ana dimaksud 
dalam Pasal 56. 

Paragraf 6 
Pen erbitan Salinan SPPT d an SKPD PBB-P2, 

Penerbitan SPPT Akibat Data yang Terblokir atau Tidak Aktif, 
serta Surat Keterangan NJOP PBB-P2 

Pasal58 

(1) Ata s dasar belu m diterim anya SPPT dan SKPD PBB­
P2 atau sebab lain, Wajib PBB-P2 dapat mengajukan 
permohonan penerbitan salinan SPPT dan SKPD 
PBB-P2 , baik secara perorangan maup secara 
kolektif melalui Pemerintah Desa ke ad a Kepala 
Perangkat Daerah. 

(2) Perm ohonan sebagaiman a dimak sud pada ayat (1) 
den gan melam pirkan: 
a . su rat pen gantar da ri desa diketah i oleh 

k ecamatan , dalam h al permohonan iajukan 
secara k olektif; 

b . fotokopi STIS atau bu kti la in ya g sah 
p elu nasa n PBB-P2 tahu n sebelumnya atau 
tah un berj a lan; 

c. fotokopi kartu tan da pen duduk a ta identitas 
lainnya; dan 

d . su rat kuasa bermaterai cu kup , dalam hal 
permohonan dikuasakan. 

Pasal59 

(1) Kepala Peran gka t Daerah dapat menerbitkan 
kembali SPPT a kibat data yang terblokir, atas 
permohonan Wajib PBB-P2 baik secara perorangan 
maupun secara kolektif melalui Pemerintah Desa. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah 
dengan melampirkan: 
a. surat pengantar dari desa diketahui oleh 

kecamatan, dalam hal permohonan diajukan 
secara kolektif; 

b. fotokopi STIS atau bukti lain yang sah 
pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya atau 
tahun berjalan; 
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c. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas 
lainnya; dan 

d. surat kuasa bermaterai cukup, dalam hal 
permohonan dikuasakan. 

Pasal60 

(1) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan surat 
keterangan NJOP kepada Wajib PBB-P2 atas 
permohonan Wajib Pajak, dalam hal: 
a. terjadi kendala teknis SPPT ata SKPD PBB-P2 

b elum dicetak; dan 
b. pengganti sementara SPPT da la m hal 

pengurusan persyaratan administras · yang 
membutuhkan adanya SPPT; dan 

(2) Surat ketera n ga n sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dengan format tercantum dalam h ruf J 
lampiran yan g merupakan bagian tidak terpisa h kan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud p da ayat 
(1) tidak berla ku apa bila SPPT a tau SKPD PBB-P2 
telah dicetak dan disampaikan kepada Waj ib PBB­
P2. 

Paragraf 7 
Ketetapan Teren dah PBB-P2 

Pasal61 

Keteta pan terendah PBB-P2 terutang sebesar Rp 15 .000,OO 
(lima belas ribu rupiah). 

Bagian Ketiga 
Penetapan Pajak Reklame dan PAT Terutang 

Paragraf 1 
Penerbitan SKPD 

Pasal62 

(1) Bupati ata u Kepala Perangkat Daerah menetapkan 
Pajak Reklame dan PAT terutang berdasarkan surat 
pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dengan 
menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf 
b, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat 
menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan 
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh 
Daerah. 
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(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau 
keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang 
lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung 
berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala 
Perangkat Daerah dapat menetapkan Pajak terutang 
dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(4 ) Pajak terutang untu k j enis Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), aya t (2), dan ayat (3) 
ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak 
terutangnya Pajak. 

Paragraf2 
Penyam p aian SKPD 

Pasal63 

SKPD Pajak Reklame dan PAT disampaikan ecara 
langsun g kepada Wajib Pajak Reklame dan Wajib PAT oleh 
petugas Perangka t Daerah. 

BAB VII 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN, 

SERTA JANGKA WAKTU 

Bagian Kesatu 
Ta ta Cara Pembayaran dan Penyetora n 

Pasa1 64 

(1 ) Pembayaran a tau penyetoran Pajak ilakukan 
m ela lui s istem pembayaran berba sis elektronik. 

(2) Dalam hal sistem pembayaran berbasi elektronik 
belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak 
dapat dilakukan melalui pembayaran tunai. 

(3) Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan secara tunai kepada: 
a. Kas Umum Daerah atau bank lain yang ditunjuk 

dan ditetapkan oleh Bupati; 
b. petugas pem ungut Pajak; atau 
c. tempat pembayaran lain yang sudah 

dikerjasamakan. 
(4) Petugas pemungut Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b terdiri atas: 
a. petugas pemungut PBB-P2; dan 
b. petugas pemungut Pajak Reklame; dan 
c. petugas pemungut PAT. 

(5) Petugas pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf a terdiri atas petugas pemungut 
pada Perangkat Daerah, petugas pemungut pada 
setiap Kecamatan, danfatau petugas pemungut pada 
setiap Desa. 
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(6) Petugas pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(7) Petugas pemungut Pajak Reklame dan petugas 
pemungut PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b dan huruf c terdiri atas petugas pemungut 
pada Perangkat Daerah. 

(8) Petugas pemungut Pajak Reklame dan petugas 
pemungut PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat 
Daerah. 

Pasa165 

(1) Pembayaran Pajak terutang dilakukan 0 eh Wajib 
Pajak dengan menunjukan: 
a. SPPT ata u SKPD, untuk PBB-P2; atau 
b. SKPD a tau dokumen lain yang dipersamakan, 

u ntuk Paj a k Rekla me dan PAT. 
(2) Pem bayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), diarahkan untuk dibayar ecara 
lang su ng oleh Wajib Pajak m elalui Ka Umum 
Daerah, ban k la in yang ditunjuk dan dite apka n oleh 
Bupati, atau tempat pembayaran lain ya g sudah 
dikerja samakan. 

(3) Kepada Waj ib Pajak ya ng membayar a tau m enyetor 
Pajak terutang secara lang sung sebag imana 
dimaksud pa da ayat (2) diberikan ta da bukti 
pem bayaran. 

Pasa166 

(1) Khusus pem baya ra n PBB-P2 terut n g yang 
d ilakukan m elalui Petu ga s Pem ungut PBB-P2, 
selanjutnya disetor ke Ka s Umum Daerah tau bank 
lain yang ditunjuk dan d itetapkan oleh Bu pati paling 
lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empa t) jam sejak 
pembayaran dilakukan, u ntuk m endapatkan bukti 
pem bayaran yang sah. 

(2) Kepada Wajib PBB-P2 yang m e1akukan pembayaran 
a tau penyetoran PBB-P2 terutang melalui Petugas 
Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diberika n tanda terima sementara dengan format 
tercantum pa da huruf K dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(3) Kepada Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) selanjutnya diberikan bukti pembayaran 
yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasa167 

(1) Wajib PBB-P2 yang telah me1akukan pembayaran 
PBB-P2 terutang, dapat mengajukan permohonan 
penerbitan STTS kepada Kepala Perangkat Daerah. 
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(2) Wajib Pajak Reklame dan Wajib PAT yang telah 
melakukan pembayaran pajak terutang, dapat 
mengajukan permohonan penerbitan SSPD kepada 
Kepala Perangkat Daerah. 

(3) SITS dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dengan format tercantum pada huruf L 
dan huruf M da lam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal68 

Selain pembayaran Paja k terutan g secara tunai 
sebagaimana dimaksu d dalam Pa sa l 6 4 ayat (2) 
pembayaran dapa t dilakukan secara non tunai m elalui e­
commerce dan tem pat pembayaran lain yang su a h 
dikerjasamakan. 

Pa sal69 

(1) Khusus u n tu k Pajak Reklame, dalam hal 
pembayaran Pajak terutang telah dilakukan oleh 
Wajib Pajak, dib er ikan stiker tanda lun a yang 
dipasang pada Objek Pajak Reklame. 

(2) Stiker sebagaiman a dima ksud pada ay t (1) 
tercantum pada h uruf N dalam Lampira n yang 
merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan 
Bu pati ini. 

Ba gian Kedua 
Jan gk a Wa ktu 

Pasal 70 

(1) Jangka waktu pembayaran a ta u penyetoran Pajak 
teru tang palin g lama: 
a. 1 (satu) b ulan sejak tanggal pen giriman SKPD; 

dan 
b. 6 (enam) b ulan sejak tanggal pengiriman SPPT. 

(2) Tanggal pengiriman SKPD da n SPPT sebagaimana 
dimaksud pada aya t (1) adalah tanggal dikirimkannya 
dokumen baik secara fisik maupun elektronik. 

(3) Dalam hal jatuh tempo pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pad a hari libur, maka 
pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

BAB VIn 
TATA CARA KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasal71 

(1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, 
Pemungutan Pajak dapat dilakukan melalui kerja 
sama dengan: 
a. pemerintah pusat; 
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b. Pernerintah Daerah lain; danl atau 
c. pihak ketiga. 

(2) Kerja sarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
rneliputi: 
a. pertukaran danl atau pernanfaatan data 

danl atau inforrnasi perpajakan, perizinan, serta 
data danl atau inforrnasi lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. pengawasan Wajib Pajak bersarna sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c . pernanfaatan prograrn ata kegiatan 
peningkatan pelayanan kepada rnasyarakat, 
khusu snya di bidang perpajakan; 

d . pendarnpingan dan dukungan kapas't s di 
bidang perpajakan; 

e. peningkata n pengetahuan dan kernarnp an 
aparatur a tau surnber daya rnanusia di bidang 
perpajaka n ; 

f. penggun a an jasa layanan pernbayaran oleh 
pihak ketiga; dan 

g. kegiatan lainnya yang dipand ang perlu untuk 
dilaksanakan dengan didasarkan pad a 
pertirnbangan efisiensi dan efektivitas elayanan 
publik serta saling rnenguntungkan. 

(3) Kerja sarna yang dapat d ilaksa naka n bersarna 
dengan Perner in tah dan/atau Perner'n tah Da erah lain 
seba gairnana d irnaksud pada ayat (1) huruf a dan 
h u ruf b rneliputi bentuk kerja sa rna se a gairnana 
dirna k sud pada ayat (2) huruf a sarnpai denga huruf 
e danl atau hu ruf g. 

(4) Kerja sa rna yang dapat dilaksanakan bersarna 
den gan pih a k ketiga sebagairnana dimaksu d pada 
ayat (1 ) h u ruf c rneliputi bentu k k erj a sarna 
sebagairnana d irnaksud pada ayat (2) hu ruf c sarnpai 
den gan huruf g. 

Pasal 7 2 

( 1) Pelaksanaan kerj a sarna se bagairnana dirnaksud 
dalarn Pasal 7 1 dapat d ilakukan sebagai berikut: 
a. rnengajukan penawaran kerja sarna kepada 

pihak ya n g dituju sebagairnana dirnaksud dalarn 
Pasal 7 1 ayat (1); dan 

b. rnenerirna penawaran kerja sarna dari pihak 
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 71 ayat (1) . 

(2) Kerja sarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalarn dokurnen perjanjian kerja sarna 
atau dokurnen lain yang disepakati para pihak. 

(3) Khusus untuk bentuk kerja sarna sebagairnana 
dirnaksud dalarn Pasal 71 ayat (2) huruf a, dokurnen 
perjanjian kerja sarna ditetapkan oleh Bupati 
bersarna rnitra kerja sarna. 
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(4) Dokumen perJ anJ Ian kerja sarna sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur 
ketentuan mengenai: 
a. subjek kerja sarna; 
b . maksud dan tujuan; 
c. ruang lingkup; 
d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat; 
e. jangka waktu perjanjian; 
f. sumber pembiayaan; 
g. penyelesaian perselisihan; 
h. sanksi; 
1. korespondensi; dan 
J. perubahan. 

BABIX 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, PENERBITAN 

TAGIHAN, SERTA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN 

Bagian Kesatu 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Pasal 73 

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada 
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah. 

(2) Bu pati atau Kepala Perangkat Da rah mem berikan 
keputu san da lam jangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan sejak diterimanya perm ohonan 
pengembalian kelebiha n pembayara Pajak 
sebaga imana dimaksu d pada ayat (1). 

(3) Apabila jangka waktu sebagaim a n a d imaksud pada 
ayat (2) telah dilampa ui dan Bu pati a ta u Kepala 
Perangkat Daerah tida k memberikan keputusan, 
permohonan pengembalian pembayaran Pajak 
dianggap dikabulkan dan SKPDLB d iter bitkan dalam 
jangka waktu paling la ma 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak m empunyai Utang Pajak lainnya, 
k elebih an pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau 
Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan 
bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per 
bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran Pajak. 
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(7) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dengan format sebagaimana tercantum pada huruf 0 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Penerbitan Tagihan 

Pasal74 

(1) Dalam jangka wak tu paling lama 5 lim a) tahun sejak 
terutangnya Pajak, Bu pati a tau Kepala Perangkat 
Daerah d a pat m en erbitkan STPD. 

(2) Bupati ata u Kepala Perangkat Daera a pat 
menerbitkan STPD dalam hal: 
a. Pajak teru tang dalam SKPD atau SPPT a ng 

tidak atau ku rang dibayar setelah jatu tempo 
pembayaran; 

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Kep tusan 
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak 
a tau kurang dibayar setelah jatu tempo 
pembayaran; atau 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi adm in istratif 
berupa bunga danl a tau denda. 

(3) Jumlah tagiha n da la m STPD sebagaimana d i aksud 
pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Paja yang 
kurang dibayar ditambah dengan pemberi n sanksi 
administratif b erupa bunga sebesa r 1% (satu persen) 
per bu lan dih itung dari Pajak yang kurang d ibayar, 
d ihitun g da ri tanggal jatu h tempo pem ayaran 
sampa i denga n tanggal pem bayaran, untuk jangka 
waktu paling lama 24 (du a puluh emp a t) bu lan sejak 
sa a t terutangnya Pajak serta ba gian dari bulan 
d ih itu ng pen u h 1 (sa tu) bulan. 

(4 ) Jum lah tagih an d a lam STPD se ba gaiman a dimaksud 
pada ayat (2) huruf b , diken ai sanksi a dministratif 
berupa bunga sebesar 0 ,6 % (nol koma enam persen) 
per bulan dari Pajak yang tidak a tau kurang dibayar, 
d ihitun g da ri tanggal jatuh tempo pembayaran 
sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak 
saat terutangn ya Pajak serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
format sebagaiman a tercantum pada huruf P dalam 
Lampiran yang m erupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
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Bagian Ketiga 
Pembetulan dan Pembatalan 

Pasal 75 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena 
jabatannya, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah 
dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, 
atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis dan I atau kesalahan hitung danl atau 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpaja kan Daerah. 

(2) Pembetu lan s eb agaimana dimaksud p ad ayat (1) 
ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemb tula . 

(3) Dalam hal pem betulan didasarkan atas perm oh n an 
Wajib Pajak s ebagaimana dimaksud pada a a t (1), 
Bupati a tau Kepala Perangkat a erah 
menindaklanjuti permohonan tersebut d gan 
melaku kan p enelitian terhadap permohonan Wajib 
Pajak. 

(4) Dala m rangka penelitian sebagaimana im aksud 
pada ayat (3 ), Bupati atau Kepala Perangkat aerah 
dapat meminta data, informasi, danl atau keterangan 
yang d iperlu kan . 

(5) Dalam hal p embetulan didasarkan a tas perm honan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat (3), 
Bupati ata u Kepala Peran gkat Daerah wajib 
m enerbitkan Surat Keputusa n Pern etulan 
seb aga imana d imaksud pada ayat (2) dalam jangka 
waktu paling lama 6 (enam) bulan seja k tanggal surat 
p ermoh on an p embetulan diterim a . 

(6 ) Su rat Keputusa n Pem betu lan sebagaim ana d imaksud 
pada ayat (5) ber isi kep u tusan berupa: 

a . mengabulkan p erm oh onan Wajib Pajak dengan 
m embetulk an kesalaha n atau kek eliruan yang 
dapat berupa m enambahka n , men gurangkan, 
atau men ghapuskan jumlah Pajak yang 
terutang, m aupun sanksi administratif berupa 
b unga, denda, d an ken aikan Pajak; atau 

b. mem batalkan STPD atau membatalkan hasil 
Pemeriksaa n m aupun ketetapan Pajak yang 
dilaksanaka n atau diterbitkan tidak sesuai 
dengan tata cara yang ditentukan; dan 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 
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BABX 
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL 

DAN KEMUDAHAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG 

Bagian Kesatu 
Pemberian Insen tif Fiskal 

Pasal 76 

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan 
berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal 
kepada pelaku usaha. 

(2) Insentif fis kal sebaga imana dimaksud pad a ayat (1) 
berupa pengurangan, ker inganan, dan pem bebasan, 
atau pengha pusan atas pokok Pajak, ani a tau 
sanksinya. 

(3) Administrasi dan tata cara pemberian insenf fis kal 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dilak a n a kan 
sesuai ketentuan Peraturan Bupati m engenai 
pemberian insentif fiskal perpajakan Daerah. 

Bagian Kedua 
Pemberian Kemudahan Pembayaran Pajak 

atau Utang Pajak 

Para graf 1 
Umum 

Pasal77 

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan kepada Wajib 
Pajak, b eru pa : 
a. perpanjangan ba tas wak tu pemba yaran; danl 

a tau 
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 

pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. 
(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami 
keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu 
memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. 

(3) Pemberian fasilita s angsuran atau penundaan 
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami 
kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak 
sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi 
kewajiban pelunasan pada waktunya. 

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) meliputi: 
a. bencana alam; 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; 
d. wabah penyakit; danl atau 
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 
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Paragraf 2 
Penetapan 

Pasal 78 

(1) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf 
a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau 
berdasarkan permohonan Wajib Pajak. 

(2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 
pembayaran Pajak Pajak a tau Utang Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf 
b dapat diberikan Bup a ti b erdasarkan permohonan 
Wajib Pajak. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pad a aya t (1) 
dan ayat (2) d iajukan secara tertulis dalam aha sa 
Indonesia kepa da Bupati melalui Kepala Pe angkat 
Daerah disertai d engan alasan yang men u ung 
permohonan, dan dilampiri persyaratan s agm 
berikut: 
a. permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, atau 

STPD; 
b. mencan tumkan : 

1. jumla h utang Pajak yang di oh onkan 
pengangsuran pembayarannya, 

2. m a sa a ngsuran , dan besarnya a n gsuran; 
atau 

3 . j u m lah utang Pajak yang imo onkan 
pen u n daan pem bayaran ya d jangka 
waktu penundaan; 

c . ditandatangani oleh Waj ib Pajak, dan da lam hal 
d ita n datan gani oleh bu kan Wajib ajak harus 
d ilampiri surat ku asa ; 

d . d iajukan palin g la mbat 15 (lim abel s) h ari kerja 
sebelum j a tuh tem po pem bayar ya , kecuali 
a pabila Waj ib Pajak a ta u kuasanya dapat 
menunjuk kan bahwa batas wakt pengajuan 
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di 
luar kekuasaannya; 

e . t idak m emiliki tunggakan Pajak tahun - tahun 
sebelumnya; dan 

f. dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD, yang 
dimohonkan pengangsuran atau penundaan. 

(4) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak dan 
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 
pembayaran Pajak atau Utang Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dengan memperhatikan kepatuhan 
Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) 
tahun terakhir. 

(6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 
pembayaran Pajak terutang yang d itetapkan dengan 
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(4), dapat berupa: 
a. persetujuan jumlah angsuran Pajak dan/ atau 

masa angsura n atau lamanya penundaan sesuai 
dengan permohonan Wajib Pajak; 

b. persetujuan sebagian jumlah angsuran Pajak 
dan/ atau masa angsuran atau lamanya 
penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau 

c. penolakan permohonan Wajib Pajak. 
(7) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran 

atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) huruf a dan huruf b paling lama d iberikan untuk 
jangka waktu 24 (dua puluh empat) bu lan . 

Paragraf 3 
Pembayaran Angsuran 

Pasal 79 

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan 
pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga s besar 
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak 
yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (sa tu) bulan. 

BABXI 
TATA CARA PENGAJUAN, PEMBERIAN KEPUTUSAN, 

DAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN KEBERATAN 

Bagian Kesatu 
Pengaju a n Kebera tan 

Pasa l 80 

(1 ) Waj ib Pajak da pat mengajukan keberatan kepada 
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah terhadap SPPT, 
SKPD, SKPDLB, atau pemotongan atau Pemungutan 
oleh pih a k ketiga. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau 
jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, 
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan 
disertai alasan yang je1as. 

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, atau 
SKPDLB, dikirim atau tanggal pemotongan atau 
Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan kahar. 

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi: 
a. bencana alam; 
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b. kebakaran; 
c. kerusuhan m a ssal atau huru-hara; 
d . wabah penyakit; dan/ atau 
e. keadaan lain berdasarkan per timbangan Bupati. 

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar Pajak terutang dalam SPfYf, SKPD, 
SKPDLB, atau pemotongan atau Pemungutan oleh 
pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah 
disetujui Wajib Pajak. 

(6) Keberatan yang tidak memenuh i persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), d a n ayat (4) tidak dianggap s eba gai surat 
keberatan . 

(7) Tanda penglnman surat keberatan elalui 
pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, a tau 
tanda penerimaan surat keberatan yang di erik an 
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah kepada ajib 
Pajak, menjad i tanda bukti penenmaan urat 
keberatan. 

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keb ratan, 
jangka waktu pelunasa n atas jumlah Paj a yang 
belum dibayar pada saat pengajuan ke era tan 
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bu la n sejak 
tanggal penerbitan Surat Keputusan Keb e atan. 

(9) J umlah Pajak yang belum dibayar p a da saat 
pen gajuan permohonan ke beratan se b ag imana 
dim aksud pada ayat (8 ) tidak termasuk ebagai 
Uta ng Pajak. 

Bagian Kedu a 
Pemberian Keputusan Keberata n 

Pasa l81 

(1 ) Bupati atau Kepala Perangkat Da erah h arus memberi 
k eputusan ata s keberatan ya ng d iajuk a n oleh Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 
(1 ) . 

(2) Dalam m emberikan keputu sa n sebagaimana 
dimaksud pada aya t (1 ), Bupati atau Kepala 
Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan. 

(3) Keputusan Bu pa ti atau Kepala Perangkat Daerah 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7) . 

(4) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah 
atas keberatan dapat berupa: 
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang 

berdasarkan hasil penelitian sarna dengan Pajak 
yang terutang menurut Wajib Pajak; 

b . menerima sebagian dalam hal Pajak terutang 
berdasarkan hasil penelitian sebagian sarna 
dengan Pajak yang terutang menurut Wajib 
Pajak; 
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c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan 
hasil penelitian sarna dengan Pajak yang 
terutang dalam surat keputusanjketetapan yang 
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau 

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang 
terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan 
hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang 
terutang dalam surat keputusanjketetapan yang 
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak. 

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Bupati atau Kepala Pera n gkat Daerah 
tidak memberi suatu keputusan, ke b ratan yang 
d iajukan tersebut d ianggap diterima. 

Bagian Ketiga 
Tindak Lanjut Keputusan Keberatan 

Pasal 82 

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dika bulkan 
sebagian atau seluruhnya, kelebih an pemb yaran 
Pajak dikem balikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 0 ,6% (nol koma enam persen) per bulan 
dihitung dari Pajak yang lebih dibayar u n t k jangka 
waktu palin g lama 24 (dua puluh empat) u lan serta 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) u l n . 

(2) Imbalan bunga sebagaima na dima ksud pada yat (1) 
d ihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya Surat Keputu san Keb ratan. 

(3) Dalam hal keberatan Waj ib Pajak dit la atau 
dikabu lka n sebagian, Wajib Pajak ikena i sanksi 
a dministratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari jumlah Pajak berdasarka n keputusan 
keberatan d ikurangi den gan Pajak yang telah dibayar 
sebelum men gajukan keberata n . 

BAB XII 
TATA CARA PENGAJUAN DAN TINDAK LANJUT 

ATAS PUTUSAN BANDING 

Bagian Kesatu 
Pengajuan Banding 

Pasal83 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding 
atas Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat 
Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 
(3). 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diajukan kepada badan peradilan pajak 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal84 

Permohonan banding se bagaimana dimaksud dalam Pasal 
83 menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai 
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan 
Banding. 

Bagian Kedua 
Tindak Lanjut Atas Putusan Banding 

Pasa185 

(1) Dalam h al permoh onan bandin g dikabulkan sebagian 
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak 
dikembalikan dengan ditambah imbalan b nga 
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per b Ian 
dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk j an gka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bula n erta 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai engan 
diterbitkannya Putusan Banding. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan perm honan 
banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 
30% (tiga puluh persen) sebagaimana d im aksud 
dalam Pasal 82 ayat (3) tidak dikenakan. 

(4) Dalam hal permohonan banding ditola k atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
a dmin istratif berupa denda sebesar 60% (ena m puluh 
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan 
Banding dikurangi dengan Pajak yang tela h dibayar 
sebelum m en gajukan keberatan. 

BAB XIII 
TATA CARA PENAGIHAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN, 
PENGHAPUSAN PIUTANG, DAN PEMERIKSAAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Penagihan dan Kedaluwarsa Penagihan 

Pasal 86 

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, 
SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 
merupakan dasar Penagihan Pajak. 

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran 
atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan. 

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh 
tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan 
Penagihan Paj ak. 
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Pasal87 

( 1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan 
sebagaimana dima ksud dalam Pasal 86 ayat (3), 
Bupati menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk 
melaksanakan Penagihan. 

(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berwenang: 
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita 

Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan;dan 

b. menerbitkan: 
1. Surat Teguran; 
2. surat perintah Penagihan Seketika dan 

Sekaligus; 
3. Surat Paksa; 
4. surat perintah melaksanakan penyita a 
5. surat perintah penyanderaan; 
6. sura t pencabutan sita; 
7 . pengumuman lelang; 
8. surat penentuan harga limit; 
9. pembata lan lelang; dan 
10. surat dan m edia lain yang diperlukan 

untuk pelaksanaan Penagihan Pajak. 
(3) Surat dan m edia lain sebagaimana dimaks d dalam 

aya t (2) huruf b angka 10 meliputi rat im auan, 
penempelan spandukj stick er, dan j a tau pe empelan 
pla ng. 

Pasal88 

Tata cara Pen agihan dan keda lu wars Penagihan 
dilakukan sesuai k etentuan Peraturan Bupati mengenai 
tata cara penagihan Pajak. 

Bagian Kedua 
Pengh apusan Piutang Pajak 

Pasal89 

(1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk 
menentukan prioritas Penagihan Pajak. 

(2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi Pelayanan Perpajakan memerintahkan 
Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 87. 

(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena 
hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa 
dapat dihapuskan. 

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan 
Bupati. 
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(5) Keputusan Bupati sebagaimana dima ksud pada ayat 
(4) ditetapkan dengan mempertimbangkan: 
a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas 

waktu kedaluwarsa Penagihan; dan 
b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas 

internal daerah. 
(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pad a ayat (5) 

huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan 
Penagihan. 

(7 ) Ta ta cara penghapusan piutang Pajak sesual 
ketentuan Peraturan Bupati mengenai penghapusan 
piutang Pajak. 

Bagian Ketiga 
Pemeriksaan Pajak 

Pasa190 

(1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah berwenang 
melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepa tuhan 
pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam 
rangka m elaksanakan ketentuan pera turan 
perundang-undangan mengenai Pajak. 

(2) Pemeriksaan u ntuk menguj i kepa tu han pem enuhan 
kewaj iban perpajakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam hal: 
a. Wajib Paja k mengajukan pengembalia atau 

kompensasi kelebihan pembayaran Paj k ; 
b . terdapat keteran gan lain berupa data onkret 

ya n g menunjukkan bahwa Pajak yan terutang 
tidak atau kurang dibayar; atau 

c . Wajib Pajak ya ng terpilih unt k d i akukan 
Pemeriksa a n berdasarkan a n alisis r isik . 

(3) Pemerik saan u ntu k tujuan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) dila ku kan palin g sedikit 
untuk: 
a. pem berian NPWPD secara jaba tan; 
b. penghapusan NPWPD; 
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib 

Pajak; 
d. pencocokan data danl atau alat keterangan; 

dan/atau 
e . pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (3) meliputi penentuan, 
pencocokan, atau pengumpulan materi yang 
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan. 

(5) Tata cara Pemeriksaan Pajak dilakukan sesuai 
ketentuan Peraturan Bupati mengenai Pemeriksaan 
Pajak. 
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BAB XIV 
PEMBUKUAN 

Pasal91 

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau 
pencatatan secara elektronik danl atau non­
elektronik, dengan ketentuan: 
a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 

peredaran usaha paling sedikit 
Rp4.800.000.000,OO (empat miliar delapan ratus 
juta rupiah) per tahun wajib m enyelenggarakan 
pembukuan; da n 

b. bagi Waj ib Pajak yang melakukan usaha den gan 
peredaran usaha kurang ri 
Rp4.800 .000.000,OO (empat miliar de1apan ra tus 
juta rupiah) per tahun dapat em ilih 
menyelenggarakan pembukuan atau pencata tan. 

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggar akan 
dengan m emperhatikan iktikad bai dan 
mencerminka n keadaan atau kegiatan usaha yang 
se benarnya. 

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perun dang-undangan yang te kait d engan 
pembukuan. 

(4) Pen catatan sebagaimana dimaksu d pad a ayat (1) 
h u ruf b paling sedikit memu at data peredara usaha 
ata u data penjualan beserta bukti pend k ngnya 
a gar dapat digunakan u n tuk menghitung besaran 
Pajak yang terutang. 

(5) Buku, catatan, dan dokumen ya n g m enjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, termasu okumen 
hasil pengola han data dari p em bu kuan ya n g dikelola 
secara elektronik atau secara prog am a plikasi dalam 
j aringan (daring) I online se bagaimana dim aksud pada 
ayat (1) wajib disimpan selama 5 ( ima) tahun di 
Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal 
Wajib Pajak orang pribad i, atau d i tempat kedudukan 
Wajib Pajak Badan. 

BABXV 
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasa192 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan 
Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian 
kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan me1alui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 
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(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 
Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat 
(1) diatur berdasarkan peraturan perundang­
undangan. 

BAB XVI 
PELAPORAN DAN REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Pelaporan 

Pasa193 

(1) Pelaporan Pajak yang bertujuan untuk mem er·kan 
informasi tenta n g realisasi penerimaan Pajak sebagai 
bagian dari Pend apatan AsH Daerah. 

(2) Pelaporan Pajak dilakukan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan m en genal 
pengelolaan keuangan daerah. 

Pasa l 94 

(1) Khusus pe1a poran penenmaan PBB-P2 , d ila kukan 
secara berjenjang. 

(2) Pelaporan penerimaan PBB-P2 s e gaimana 
dimaksu d pada aya t (1) d ·sampaik n ole Kepala 
Desa kepada Camat. 

(3) Camat merekapitulasi penerimaan PBB-P2 dari setiap 
Desa, u ntuk selanjutnya disa mpaikan kepada Kepala 
Perangkat Daerah. 

(4) Pelaksanaan pela poran penerimaan PBB-P2 
s eba gaimana d imaksud pada ayat (1) a n ayat (2) 
d ilaksanakan oleh Petugas Pemun gut Pajak Daerah. 

(5) Pelaporan seba gaimana dim aksu d pada ayat (2) 
berda sarkan SPPT, SKPD, STTS, dan d o umen lain 
yang sah. 

Bagian Kedua 
Rekonsiliasi Penerimaan Pajak 

Pasa1 95 

Kas Umum Daerah atau bank lain yang ditunjuk 
melakukan rekonsiliasi penerimaan Pajak paling lamb at 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

BAB XVII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal96 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap 
hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan 
sebelum Peraturan Bupati 1111 d iundangkan, 
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penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pajak yang ditetapkan 
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini. 

BAB XVIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa197 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berla ku : 
1. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 ahun 2011 

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklam e (Berita 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2 11 Nomor 
28) sebagaim a na telah diubah dengan Pera ran 
Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2020 te ta ng 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 28 Tahun 2011 ten tang Tata ara 
Pemungutan Pajak Reklame (Berita D erah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 omor 7); dan 

2. Peraturan Bup a ti Tasikmalaya Nomor 44 Tahu n 2011 
ten tang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah 
(Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Ta u n 2011 
Nomor 44) ; 

3 . Peratu ran Bupati Tasikmalaya Nomor 5 u 2014 
ten tang Surat Pemberitahuan Pajak Teru a g, Daftar 
Himpunan Ketetapan Pajak, Klasifikasi e etapan 
Nilai Jual Objek Pajak, dan Ketetapan T rendah 
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan er desaan 
(Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Ta n 2014 
Nomor 5), sebagaim ana telah diubah be erapa kali 
terakhir dengan Peratura n Bupati Tasikmalaya 
Nomor 155 Tahu n 2022 tentang Perubah eempat 
Atas Peraturan Bupati Tasikm alaya Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
Daftar Himpunan Ketetapa n Paja , Klasifikasi 
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan 
Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2022 Nomor 156); 

4. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan 
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 12), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa198 

Peraturan Bupati InI mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 



-52-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati illl dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diund angkan di ingaparna 
pa a tanggal ,2 anuari 2024 

J EKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN T SIKMALAYA, 

MO 

~~_;a::::. kan di Singaparna 
~~'F-'- ~~al 2 J anuari 2 24 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 1. 
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LAMPlRAN 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAAN DAN 
PERKOTAAN 

A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI 

Kelas Pengelompokan ilai J ual Bumi Nila i Jua l Objek Pajak 

(Rp / m2) (Rp /m2 

1 > 67.390.000,00 sid 69.700.000,00 68.54 5.000,00 

2 > 65.120.000,00 sid 67 .390.000,00 66.255.000,00 

3 > 62.890.000,00 s l d 6 5 .1 2 0 .000,00 64.000.00 0 ,0 0 

4 > 60.700.000,00 sid 62 .890.000 ,00 61. 795.0 0 0 ,00 

5 > 58.550.000,00 sid 60 .7 00.000,00 59.625 .0 00 ,00 

6 > 56.440.000,0 0 sl d 58. 5 50.000,00 57.495.00 0,00 

7 > 54 .370.000,00 sid 56 .440.000 ,00 55.405.00 0,00 

8 > 52 .340.000,00 sid 54 .37 0 .000,00 5 . 55.00 0,00 

9 > 50 .350.000,00 I d 52 .34 0 .000,00 51.345.00 0,00 

10 > 48.400.000 ,00 I d 50.3 50.000,00 4 9 .375 .00 0,00 

11 > 46.490.000,00 s id 48 .40 0 .000 ,00 47.445 .0 0,00 

12 > 4 4 .620.00 0 ,00 sl d 4 6 .490.000,00 45.555 .000,00 

13 > 4 2.790.0 00 ,00 sid 44 .620.000 ,00 43.705 .0 00,00 

14 > 41.00 0.000 ,00 s i d 4 2 .790 .000 ,00 4 1.895.0 00,00 

15 > 39.250 .000,0 0 I d 4 1.0 0 0 .0 0 0 ,00 4 0 .125 .0 00,00 

16 > 3 7. 540.000,00 Id 39 .250.0 00,00 38.39 5 .000,00 

17 > 35.87 0.000,0 0 sid 37 .54 0 .000 ,00 36.70 5.000,00 

18 > 3 4 .240.000 ,00 sid 35.870.000 ,00 35.0 55.000,00 

19 > 32.650.000,00 sid 34. 240.000 ,00 3 3.445.000,00 

20 > 31. 100.000,00 sid 32 .6 50.000 ,00 31 .875.000,00 

21 > 29.590.000 ,00 sid 31.100.000,00 30.345.000,00 

22 > 28.120.000,00 sl d 29. 5 9 0 .00 0,00 28.855.000,00 

23 > 26.690.000,00 sid 28. 120.000,00 27.405.000,00 

24 > 25.300.000,00 sl d 26.690.000,00 25.995.000,00 

25 > 23.950.000,00 sid 25.300.000,00 24.625.000,00 

26 > 22.640.000,00 sid 23.950.000,00 23.295.000,00 

27 > 21.370.000,00 sid 22.640.000,00 22.005.000,00 

28 > 20.140.000,00 sl d 21.370.000,00 20.755.000,00 

29 > 18.950.000,00 sid 20.140.000,00 19.545.000,00 

30 > 17.800.000,00 sid 18.950.000,00 18.375.000,00 
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Ke1as Penge1ompokan Nilai Jual Bumi Nilai Jual Objek Pajak 

(Rp/m2) (Rp/m2) 

31 > 16.690.000,00 sid 17.800.000,00 17.245.000,00 

32 > 15.620.000,00 sid 16.690.000,00 16.155.000,00 

33 > 14.590.000,00 sid 15.620.000,00 15.105.000,00 

34 > 13.600.000,00 sid 14.590.000,00 14.095.000,00 

35 > 12.650.000,00 sid 13.600.000,00 13.125.000,00 

36 > 11.74 0 .000,00 s i d 12 .6 50 .000 ,00 12.195.000,00 

37 > 10 .870.000,00 sid 11.74 0.0 00 ,00 11 .305.000,00 

38 > 10.040.000,00 s i d 10.870 .000 ,00 1 0 .4 55.000,00 

39 > 9.250.000,00s/d 10.040.000,00 9.645.000,00 

4 0 > 8.500.000,00 sid 9. 2 50 .000,00 8.875.000,00 

41 > 7 .790.000,00 s id 8. 500 .000,00 8.145.000 ,0 0 

4 2 > 7.120.000,00 sid 7.790 .000 ,0 0 7.455.000 ,00 

43 > 6.490.000,00 sid 7.1 20.000,00 6 .805 .000 ,00 

44 > 5.900.000,00 sid 6.490 .000,00 6.195 .000,00 

4 5 > 5.350.000,00 sid 5.900.000, ° 5.625.000,00 

4 6 > 4.840.000,00 s i d 5 .350 .000 ,00 5 .095 .000,00 

4 7 > 4.370.000,00 s id 4 .840 .000 ,00 4.605.000,00 

4 8 3 .940 .000,00 si d 4 .370 .000 ,00 4.1 55 .000,00 

49 > 3 .550 .000,00 Id 3 .9 40 .000,00 3.745 .000,00 

50 > 3 .200.000,00 sid 3.550 .000,00 3.375 .000,00 

51 > 3 .000.000 ,00 s id 3.20 0 .000,0 0 3.100 .000,00 

5 2 > 2.850 .000,00 I d 3 .000 .000,0 0 2 .9 2 5.000,00 

53 2 .70 8 .000,00 s i d 2.8 50 .000 ,00 2 .779 .000,00 

54 > 2 .573 .000 ,00 s i d 2.7 08 .000 ,0 0 2 .640 .000,00 

55 > 2 .444.000,00 sid 2.57 3 .000,00 2 .5 8.000,00 

56 > 2 .261.000,00 sid 2.444 .000,00 2 .3 52.000,00 

57 > 2.091.000,00 Id 2 .26 1.000 ,00 2.176.000,00 

58 > 1.934.00 ,00 s id 2 .09 1.000,00 2.013.000,00 

59 > 1.789.000 ,00 si d 1.934.000,0 0 1.862.000,00 

60 > 1.655.000,00 si d 1.78 9 .000,00 1.722.000,00 

61 > 1.490.000,00 sid 1.655 .000,00 1.573.000,00 

62 > 1.341.000,00 sid 1.490.000,00 1.416.000,00 

63 > 1.207.000,00 sl d 1.341.000,00 1.274.000,00 

64 > 1.086.000,00 sid 1.207.000,00 1.147.000,00 

65 > 977.000,00 sid 1.086.000,00 1.032.000,00 

66 > 855.000,00 sid 977.000,00 916.000,00 

67 > 748.000,00 sl d 855.000,00 802 .000,00 

68 > 655.000,00 sid 748.000,00 702.000,00 
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Kelas Pengelornpokan Nilai Jual Burni Nilai Jual Objek Pajak 

(Rpjrn2) (Rpjrn2) 

69 > 573.000,00 sj d 655.000,00 614.000,00 

70 > 501.000,00 sj d 573.000,00 537.000,00 

71 > 426.000,00 sjd 501.000,00 464.000,00 

72 > 362.000,00 sjd 426.000,00 394.000,00 

73 > 308.000,00 s j d 362.000,00 335.000,00 

74 > 262 .000, s j d 308 .000,00 285.000,00 

75 > 223.000,00 j d 2 62 .000,00 243.000,00 

7 6 > 178.000,00 sjd 2 23 .000,0 0 2 0.000,00 

77 > 142.000,00 s j d 178.000,00 160.000,00 

78 > 114.000,00 sid 142 .00 0 ,00 128.000 ,00 

79 > 9 1.000,00 s l d 114.00 0 ,00 103.000,00 

8 0 > 73.000,00 sjd 91.000,00 82 .000 ,00 

8 1 > 55.000,00 sjd 73.000,0 0 64 .000,00 

82 > 41.000,00 s i d 55.000,00 4 8 .000,00 

8 3 3 1.000,00 si d 41.000,00 36.0 00,00 

84 > 23 .000,00 s j d 31 .000 ,00 27.000,00 

8 5 > 17 .000 ,00 s i d 23 .0 0, ° 20.000,00 

8 6 12 .000 ,00 sid 17 .000 ,00 14.000,00 

8 7 > 8 .400 ,00 I d 12.0 00 ,00 10 .000,00 

88 > 5.9 00,00 Id 8.400,00 7 .150,00 

8 9 4 .100,00 s id 5 .900,00 5 .0 00,00 

9 0 > 2.900 ,00 sid 4 . 100 ,00 3 .500,00 

9 1 > 2.000 ,00 Id 2 .900,00 2 .450,00 

9 2 > 1.400,00 j d 2 .000, ° 1.700,00 

93 > 1.050,00 I d 1.400,00 1.200,00 

94 > 7 60,00 s i d 1.050,00 910 

95 550 ,00 s j d 760,00 660 

96 > 4 10,00 s i d 550 ,00 480 

97 > 310,00 sj d 410,00 350 

98 > 240,00 sj d 310,00 270 

99 > 170,00 sl d 240,00 200 

100 ~ 170,00 140 

B. KLASIFlKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN 

Kelas Pengelornpokan Nilai Jual Bangunan Nilai Jual Objek Pajak 

(Rp/rn2) Bangunan (Rp/rn2) 

1 > 14.700.000,00 sid 15.800 .000,00 15.250.000,00 

2 > 13.600.000,00 sid 14.700.000,00 14.150.000,00 



-4-

Kelas Pengelompokan Nilai Jual Bangunan Nilai Jual Objek Pajak 

(Rp/m2) Bangunan (Rp 1m2) 

3 > 12.550.000,00 sid 13.600.000,00 13.075.000,00 

4 > 11.550.000,00 sid 12.550.000,00 12.050.000,00 

5 > 10.600.000,00 sid 11.550.000,00 11.075.000,00 

6 > 9.700.000,00 sid 10.600.000,00 10.150.000,00 

7 > 8.850.000,00 sid 9 .700.000,00 9.275.000,00 

8 > 8 .050.000,00 sl d 8 .850 .000,00 8.450.000,00 

9 > 7 .300.000.00 s i d 8 .050.000 ,00 7 .675.000,00 

10 > 6.600 .000,00 I d 7. 300 .000 ,00 6.950.000,00 

11 > 5.850.000,00 sid 6.600 .000,00 6.2 2 5.000,00 

12 > 5.150.000,00 sl d 5.850.000,00 5.500.0 0 0 ,00 

13 > 4 .500.000,00 s l d 5. 150.000,00 4.825.000 ,00 

14 > 3.900.000,00 sid 4. 500 .000 ,00 4.200.0 0 0 ,00 

15 > 3.350.000,00 sid 3.9 00 .000,00 3.625 .000,00 

16 > 2.850.000,00 sl d 3.3 5 0 .000,00 3.100 .00 0,00 

17 2 .400.000,00 sid 2.8 50 .000,0 0 2.625 .000,00 

18 > 2 .000.000,00 sid 2.400 .000 ,00 2 .200.000,00 

19 > 1.666 .000,00 s id 2 .000.000 ,00 1.8 3 3.000,00 

2 0 > 1.366.000 00 sl d 1.666 .000,00 1.5 16.000,00 

2 1 > 1.03 4 .000,00 I d 1.36 6 .000,00 1.200. 000,00 

2 2 > 902.000,0 0 s i d 1.034.000,00 968.000,00 

23 > 744.000,00 s i d 902.000,00 823. 000,00 

2 4 > 656.000,0 0 si d 744.000,00 700 .000,00 

2 5 > 53 4 .0 00,0 0 s id 656 .000 ,00 59 5 .000,00 

26 > 476 .000,00 si d 534 .000 ,00 50 5 .000,00 

27 > 38 2.000,0 0 s id 476 .000,00 4 29.000,00 

28 > 34 8.00 0,0 0 s i d 382.000,00 365.000,00 

29 > 272 .000,00 I d 348.000,00 310.000,00 

30 > 256 .000,00 s i d 272.00 0,00 264.000,00 

31 > 194.000,00 s i d 256.000,00 225.000,00 

32 > 188.000,00 sid 194.000 ,00 191.000,00 

33 > 136.000,00 sl d 188.000,00 162.000,00 

34 > 128.000,00 s l d 136.000,00 132.000,00 

35 > 104.000,00 sid 128.000,00 116.000,00 

36 > 92.000,00 sid 104.000,00 98.000,00 

37 > 74.000,00 s i d 92.000,00 83.000,00 

38 > 68.000,00 sid 74.000,00 71.000,00 

39 > 52.000,00 sid 68.000,00 60.000,00 

40 $ 52.000,00 50.000,00 
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C. NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) REKLAME 

NOMOR JENIS REKLAME SATUAN BAHAN I KOMPONEN NJOP (Rp) TAHUN KETERANGAN 
PAJAK 

1 reklarne papanl billboardl 
videotron/rnegatron dan 
sejenisnya: 
a. Reklame Pap an (spon sor): 

1) Papan rnerkl produ k dan Kurang dari 
thin plate disinari: tahun pajak, 

dianggap sarna 
dengan rnasa 

pajak yang 
ditentukan 

a) ditanam M2 Besi I Kayu I plastik I sengi 550 ,000.00 1 Tahun 
sejenis dan lampu sinar 

b) diternpel M2 Besi I Kayu I plastikl sengi 500 ,000.00 1 Tahu n 
sejenis dan larnpu sinar 

2) Papan rnerk/produk dan 
thin plate tidak disina ri : 
a) ditanarn M2 Besi I Kayu I plastik l sengi 500,000.00 1 Tahun 

sejenis 
b) diternpel M2 Besi/Kayul pla stikl sen gi 450,000.00 1 Tahun 

sejenis 
b. Reklame Papan (non 

sponsor): 
1) Papan merk/produk dan 

thin plate disinari: 
a) ditanam M2 Kayu/ plastikl sengi 400,000.00 1 Tahun 

sej en is dan lam pu sinar 
--- --
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NOMOR JENIS REKLAME SATUAN BAHAN I KOMPONEN NJOP (Rp) TAHUN KETERANGAN 
PAJAK 

b) ditempel M2 Kayul plastik/ sengi 300,000.00 1 Tahun 
sejenis dan lampu sinar 

2) Papan merk/produk dan 
thin plate tidak disinari : 
a) ditanam M2 Kayu I plastik/ 300,000.00 1 Tahun 

sengi sej enis 
b) ditempel M2 Kayu I plas tik/ 250,000.00 1 Tahun 

sengi sej enis 
c. Reklame Billboard: 

1. bando M2 Besi I logam / bahan 1,400,000.00 1 Tahun 
la innya dan lam pu sinar 

2. ditanam (disinari) M2 Besi/logaml bahan 900,000.00 1 Tahun 
lainnya dan lam pu sinar 

3. ditempel (disinari) M2 Besi I logam I bahan 800 ,000.00 1 Tahun 
lainnya dan lampu sinar 

4. ditanam (tidak disinari) M2 Besi/logaml bahan 800 ,000.00 1 Tahun 
lainnya 

5. ditempel (tidak disinari) M2 Besi/logaml bahan 750 ,000.00 1 Tahun 
lainnya 

d. Neonsign/ Shop Sign: 
1. Ditanam M2 Besi I fiber I plastik / kaca I 650,000.00 1 Tahun 

sejenis dan komp. 
Elektronik 

2. Ditempel M2 Besi/fiber /plastik/ kacal 550,000.00 1 Tahun 
sejenis dan komp. 
Elektronik 

---- ~~~-
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NOMOR JENIS REKLAME SATUAN BAHAN / KOMPONEN NJOP (Rp) TAHUN KETERANGAN 
PAJAK 

3. Neon Box 
a) ditanam IvI2 Besi / fiber I plastik / kaca / 900,000.00 1 Tahun 

sejenis dan komp. 
Elektronik 

b) ditempel M2 Besi/fiber /plastikjkacaj 800,000.00 1 Tahun 
sejenis da n komp. 
Elektron ik 

e. Megatronj Vidiotron dan L.E.D M2 Komponen elektronik 10,000,000 .00 1 Tahun 
f. Dinamic Board M2 Komponen elektronik 1,800,000 .00 1 Tahun 
g. Video Wall M2 Kom ponen elektronik 4,500,000.00 1 Tahun 
h. Digital Sidewalk SignBoard CM2 Komponen elektronik 24,000.00 1 Tahun 

(Papan Teks Berjalan ) 
i. Baligho M2 Kayu j ka in j triplek 80,000.00 1 Bulan 

(dilukis j digambar) 

2 Reklame kain : 
a. Kain tebal M KainjVin il 40,000.00 1 Bulan 
b. Kain tipis M Kain 30,000.00 1 Bulan 
c. Flag chain M2 plastik / pa per yang 5,000.00 1 Bulan 

disablon 
d. Rombongj pengecatan M2 ca t 200,000.00 1 Tahun 

(tokojbangunan) 
e. Sponsor Kgt - 600,000.00 1 Bulan 

3 Reklame meleka t stiker j poster Lembar Kertas plastik dan 2,000.00 1 Bulan 
dan sej enisnya sejenisnya 

4 Reklame sele baran Lembar Kerta s dan sej enisnya 1,200.00 1 Bulan 

- --
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NOMOR JENIS REKLAME SATUAN BAHAN I KOMPONEN NJOP (Rp) TAHUN KETERANGAN 
PAJAK 

5 Reklame berjalan pada 
kendaraan: 
a . Kendaraan besar M2 Besil alumu niurnl 1,000,000.00 1 Tahun 

Ritrama/Oracall 
Scotchlite 

b. Kendaraan kecil M2 Besil alu muniurnl 750,000 .00 1 Tahun Harus diperporasi 
Ritrama/ Oracall 
Scotchlite 

c. Sepeda motor M2 Besi/logaml bahan 500 ,000.00 1 Tahun Harus diperpQrasi 
lainnya dan lampu 

• 
sinar I Ritramal 
Oracal I Scotchli te 

6 Reklame udara (balon udara) M2 Gas I plastik dan 350 ,000.00 1 Bulan 
sejenisnya 

7 reklame filml slide Rol kompon en elektronik 75,000.00 1 Bulan 
8 Reklame peragaan Kali Alat pe~9:gCi_ dan lainnya 800 ,000.00 1 Bulan 

--



D. PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME 

1. KELAS JALAN TOL (SKOR 1) 

NOMOR JENIS REKLAME 

1 Reklame papan/ billboard/ 
vidiotron/ megatron dan 
seJemsnya: 
a. Reklame Papan 

(sponsor): 
1) Papan Merk/produ k 

dan Thin plate 
disinari : 
a) ditanam 
b) ditempel 

2) Papan Merk/ produ k 
dan Thin plate tidak 
disinari: 
a) ditanam 
b) ditempel 

b . Reklame Papan : (non 
sgonsor) 
1) Papan Merk/produk 

dan Thin plate 
disinari: 
a) ditanam 
b) ditempel 

----

SATUAN 

I 

M2 
M2 

M2 
M2 

M2 
M2 
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NJOP NSPR NSR PAJAK REKLAME 
REKLAME (SKOR X NJ OPR) (NJOPR + NSPR) (25% X NSR) 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

550 ,000 .00 550 .000,00 1.100.000,00 275.000,00 
500 ,000.00 500.000,00 1.000.000,00 250 .000,00 

500,000.00 500.000 ,00 1.000.000,00 250.000,00 
4 50 ,000 .00 450.000,00 900.000,00 225.000,00 

400,000.00 400.000,00 800.000,00 200 .000,00 
300,000.00 300.000,00 600.000,00 150.000,00 

---- - L-
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NOMOR JENIS REKLAME SATUAN NJOP NSPR NSR PAJAK REKLAME 
REKLAME (SKOR X NJOPR) (NJOPR + NSPR) (25% X NSR) 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 
2) Papan Merkj produk 

dan Thin plate tidak 
disinari: 
a) ditanam M2 300,000.00 300.000,00 600.000,00 150.000,00 
b)ditempel M2 250,000.00 250.000,00 500.000,00 125.000,00 

c. Reklame Billboard : 
1) Bando M2 1,400,000.00 1.400.000,00 2.800.000,00 700.000,00 
2) ditanam (disinari) M2 900 ,000.00 900.000,00 1.800.000,00 450.000,00 
3) ditempel (disinari) M2 800 ,000.00 800 .000,00 1.600.000,00 400 .000,00 
4) ditanam (tidak 800,000.00 800 .000,00 1.600.000,00 400.000,00 

disinari) M2 
5) ditempel (tidak 750,000.00 750.000,00 1.500.000,00 375.000,00 

disinari) M2 
d. Neonsign/ Shop Sign : 

1) ditanam M2 650 ,000.00 650.000,00 1.300.000,00 325.000,00 
2) ditempel M2 550,000.00 550.000,00 1.100.000,00 275.000,00 

e. Neon Box : 
1) ditanam M2 900 ,000.00 900.000 ,00 1.800.000,00 450.000,00 
2) ditempel M2 800,000 .00 800.000,00 1.600.000,00 400 .000,00 

f. Megatronjvidiotron dan 10,000,000.00 10.000.000,00 20.000 .000,00 5.000.000,00 
L.E.D M2 

g. Dynamic Board M2 1,800 ,000 .00 1.800 .000,00 3.600.000,00 900.000,00 
h. Video Wall M2 4,500,000.00 4 .500 .000,00 9.000.000,00 2.250.000,00 
i. Digital Sidewalk 24,000.00 24.000,00 48.000,00 12.000,00 ! 

Signboard (papan teks 
berjalan) M2 

j. Baligho M2 80,00O~ 80.000,00 160.000,00 40.000,00 
• 

----
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NOMOR JENIS REKLAME SATUAN NJOP NSPR NSR PAJAK REKLAME 
REKLAME (SKOR X NJOPR) (NJOPR + NSPR) (25% X NSR) 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 
2 Reklame udara (balon 350,000.00 350.000 ,00 700.000,00 175.000,00 

udara) M2 

2. KELAS JALAN A (SKOR 0.05) 

NOMOR JENIS REKLAME SATUAN NJ OP NSPR NSR PAJAK REKLAME 
REKLAME (SKOR X NJOPR) (NJOPR + NSPR) (25% X NSR) 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 
1 Reklame papanj billboard j 

vidiotron j megatron dan 
sejenisnya : 
a. Reklame Pap an 

(sponsor): 
1) Papan 

Merkjproduk da n 
Thin plate disina ri: 
a) ditanam M2 550 ,000.00 27,500. 00 577,500.00 144,375.00 
b) ditempel M2 500,000.00 25,000 .00 525,000.00 131,250.00 

2) Papan Merkj 
produk dan Thin 
plate tidak 
disinari: 
a) ditanam M2 500 ,000 .00 25,000.00 525,000.00 131,250.00 
b) ditempel M2 450 ,000.00 22,500.00 472,500.00 118,125.00 . 

b. Reklame Papan : (non 
, 

sponsor) 
1) Papan Merkj 

produk dan Thin I 
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NOMOR JENIS REKLAME SATUAN NJOP NSPR NSR PAJAK REKLAME 
REKLAME (SKOR X NJOPR) (NJOPR + NSPR) (25% X NSR) 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 
plate disinari: 
aJ ditanam M2 400,000.00 20,000.00 420,000.00 105,000.00 
b) ditempel M2 300,000 .00 15,000.00 315,000.00 78,750.00 

2) Papan Merk/ 
produk dan Thin 
plate tidak 
disinari: 
a) ditanam M2 300 ,000.00 15,000. 00 315,000.00 78,750.00 
b) ditempel M2 250,000.00 12,500.0 0 262,500.00 65,625.00 

c. Reklame Billboard : 
1) Bando M2 1,400,000 .00 70,000.00 1,470,000.00 367,500.00 
2) ditanam (disinari) M2 900,000.00 45,000 .00 945,000.00 236,250.00 
3) ditempel (disinari) M2 800 ,000 .00 40,000 .00 840,000.00 210,000.00 
4) ditanam (tidak M2 800 ,000.00 40,000.00 840,000.00 210,000.00 

disinari) 
5) ditempel (tidak M2 750 ,000.00 37,500.00 787,500.00 196,875.00 

disinari) 
d. Neonsign/ Shop Sign : 

1) ditanam M2 650 ,000 .00 32,500 .00 682,500.00 170,625.00 
2) ditempel M2 550 ,000.00 27,500.00 577,500.00 144,375.00 

e. Neon Box: 
1) ditanam M2 900,000.00 45,000.00 945,000.00 236,250.00 
2) ditempel M2 800 ,000.00 40,000.00 840,000.00 210,000.00 

f. Megatron / vidiotron M2 10,000,000.00 500,000.00 10,500,000.00 2,625,000.00 
dan L.E.D 

g. Dynamic Board M2 1,800,000.00 90,000.00 1,890,000.00 472,500.00 
_h. Video Wall M2 4,500,000.00 225,000.00 4,725,000.00 1,181,250.00 I 

--- - --- - ---- - - -- ----



-13-

NOMOR JENIS REKLAME SATUAN NJOP NSPR NSR PAJAK REKLAME 
REKLAME (SKOR X NJOPR) (NJOPR + NSPR) (25% X NSR) 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

1. Digital Sidewalk CM2 24,000.00 1,200.00 25,200.00 6,300.00 
Signboard (papan teks 
berjalan) 

j. Baligho M2 80 ,000.00 4,000.00 84,000.00 21,000.00 
2 Reklame udara (balon M2 350,000.00 17,500.00 367,500.00 91,875.00 

udara) 
- - '-----

3. KELAS JALAN B (SKOR 0.03) 

NOMOR JENIS REKLAME SATUAN NJ OP NSPR NSR PAJAK REKLAME 
REKLAME (SKOR X NJOPR) (NJOPR + NSPR) (25% X NSR) 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 
1 Reklame papan/ billboard/ 

vidiotron/ megatron dan 
sejenisnya : 
a. Reklame Papan 

(sponsor): 
1) Papan 

Merk/produk dan 
Thin plate disinari: 
a) ditanam M2 550 ,000.00 16,500 .00 566,500.00 141 ,625 .00 
b) ditempel M2 500,000.00 15 ,000.00 515,000.00 128,750.00 

2) Papan 
Merk/ produk dan 
Thin plate tidak 
disinari : 
a) ditanam M2 500 ,000.00 15,000.00 515,000.00 128,750.00 

'-- -
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NOMOR JENIS REKLAME SATUAN NJOP NSPR NSR PAJAK REKLAME 
REKLAME (SKOR X NJOPR) (NJOPR + NSPR) (25% X NSR) 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

b) ditempel M2 450,000.00 13,500.00 463,500.00 115,875.00 
b. Reklame Papan : (non 

sponsor) 
1) Pap an Merkj 

produk dan Thin 
plate disinari: 
a) ditanam M2 400,000.00 12,000.00 412,000.00 103,000.00 
b) ditempel M2 300,000.00 9 ,000.00 309,000.00 77,250.00 

2) Pap an Merk j 
produk dan Thin 
plate tidak 
disinari: 
a) ditanam M2 300 ,000 .00 9,000.00 309,000.00 77,250.00 
b) ditempel M2 250 ,000.00 7,500.00 257,500.00 64,375.00 

c. Reklame Billboard : 
1) Bando M2 1,400,000 .00 42,000.00 1,442,000.00 360,500.00 
2) ditanam (disinar i) M2 9 00,000 .00 27,000 .00 927,000.00 231,750.00 
3) ditempel (disinari) M2 800,000 .00 24,000 .00 824,000.00 206,000.00 
4) ditanam (tidak M2 800,000.00 24,000 .00 824,000.00 206,000.00 

disinari) 
5) ditempel (tidak M2 7 50 ,000.00 22, 500.00 772 ,500.00 193, 125.00 

disinari) 
d. Neonsign/ Shop Sign: 

1) ditanam M2 650,000 .00 19,500.00 669,500.00 167,375.00 
2) ditempel M2 550,000 .00 16,500.00 566,500.00 141,625.00 

e. Neon Box: 
1L_ditanam M2 900,000.00 27,000.00 927,000.00 231,750.00 --
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NOMOR JENIS REKLAME SATUAN NJOP NSPR NSR PAJAK REKLAME 
REKLAME (SKOR X NJOPR) (NJOPR + NSPR) (25% X NSR) 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

2) ditempel M2 800,000.00 24,000.00 824,000.00 206,000.00 
f. Megatron / vidiotron M2 10,000,000.00 300 ,000 .00 10,300,000.00 2,575,000.00 

dan L.E.D 
g. Dynamic Board M2 1,800,000.00 54,000 .00 1,854,000.00 463,500.00 
h. Video Wall M2 4, 500,000 .00 135,000.00 4,635,000.00 1,158,750.00 
1. Digital Sidewalk CM2 24 ,000.00 720.00 24,720.00 6,180.00 i 

Signboard (papan teks 
i berjalan) 

J. Baligho M2 80 ,000.00 2,400.00 82,400.00 20,600.001 
2 Reklame udara (balon M2 3 50 ,000.00 10,500.00 360,500.00 90,125.00 I 

udara) I 

4 . KELAS JALAN C (SKOR 0.02) 

NOMOR JENIS REKLAME SATUAN NJOP NSPR NSR PAJAK REKLAME 
REKLAME (SKOR X NJOPR) (NJOPR + NSPR) (25% X NSR) 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

1 Reklame papan/ billboard / 
vidiotron/megatron dan 
sejenisnya: 
a . Reklame Papan I 

(sponsor): 
1) Papan 

Merk/ produk dan 
Thin plate disinari: 
a) ditanam M2 550,000 .00 11 ,000.00 561,000.00 140,250.00 I 

b) ditempel M2 500,000.00 10,000.00 510,000.00 127,500.00 
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NOMOR JENIS REKLAME SATUAN NJOP NSPR NSR PAJAK REKLAME 
REKLAME (SKOR X NJOPR) (NJOPR + NSPR) (25% X NSR) 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

2) Pap an 
Merk/ produk dan 
Thin plate tidak 
disinari: 
a) ditanam M2 500 ,000.00 10,000.00 510,000.00 127,500.00 
b) ditempel M2 450,000.00 9 ,000.00 459,000.00 114,750.00 

b. Reklame Papan : (non 
sponsor) 
1) Papan Merk/ 

produk dan Thin 
plate disinari: 
a) ditanam M2 400,000.00 8 ,000 .00 408,000.00 102,000.00 
b) ditempel M2 300 ,000.00 6,000.00 306,000.00 76,500.00 

2) Papan Merkj 
prod uk dan Thin 
plate tidak 
disinari: 
a) ditanam M2 300, 000 .00 6 ,000 .00 306,000.00 76,500.00 
b) ditempel M2 250,000 .00 5,000 .00 255,000.00 63,750 .00 

c. Reklame Billboard: 
1) Bando M2 1,400,000.00 28,000.00 1,428,000.00 357,000.00 
2) ditanam (disinari) M2 9 00 ,000.00 18,000.00 918,000.00 229,500.00 
3) ditempel (disinari) M2 800,000.00 16,000.00 816,000.00 204,000.00 
4) ditanam (tidak M2 800,000.00 16,000.00 816 ,000.00 204,000.00 

disinari) 

~~ ~ 
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NOMOR JENIS REKLAME SATUAN NJOP NSPR NSR PAJAK REKLAME 
REKLAME (SKOR X NJOPR) (NJOPR + NSPR) (25% X NSR) 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 
5) ditempel (tidak M2 750,000.00 15,000.00 765,000.00 191,250.00 

disinari) 

d. Neonsign/ Shop Sign : 

1) ditanam M2 650,000.00 13,000.00 663,000.00 165,750.00 

2) ditempel M2 550,000.00 11,000.00 561 ,000.00 140,250.00 

e. Neon Box: 

1) ditanam M2 900 ,000.00 18,000.00 918,000.00 229,500.00 

2) ditempel M2 800 ,000.00 16,000.00 816,000.00 204,000.00 

f. Megatron / vidiotron M2 10,000 ,000.00 200,000.00 10,200,000.00 2,550,000.00 
dan L.E.D 

g. Dynamic Board M2 1,80 0 ,000.00 36,000.00 1,836 ,000.00 459,000.00 

h. Video Wall M2 4,500 ,000.00 90,000.00 4,590,000.00 1,147,500.00 

1. Digital Sidewalk CM2 24,000 .00 480 .00 24,480.00 6 ,120.00 
Signboard (papan teks 
berjalan) 

J. Baligho M2 80 ,000.00 1,600.00 81,600.00 20,400.00 

2 Reklame udara (balon M2 350 ,0 00 .00 7,000 .00 357,000.00 89,250.00 
udara) I ~-
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5. PENGHITUNGAN SELAIN BERDASARKAN KLASIFIKASI JALAN (SKOR 0 ,5) 

NOMOR JENIS REKLAME SATUAN NJOP NSPR NSR PAJAK REKLAME 
REKLMAE (SKOR X NJOPR) (NJOPR + NSPR) (25% X NSR) 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 
1 Reklame kain : 

a. Kain tebal M 40,000.00 20,000 .00 60,000.00 15,000.00 
b. Kain tipis M 30,000.00 15,000.00 45,000.00 11,250.00 
c. Flag chain M2 5,000.00 2,500.00 7,500.00 1,875.00 
d. Rombongl pengeca tan M2 200 ,000.00 100,000.00 300,000.00 75,000.00 

(toko/bangunan) 
e. Sponsor Kgt 600 ,000.00 300,000.00 900,000.00 225,000.00 

2 Reklame melekat Lem bar 2 ,000.00 1,000.00 3,000.00 750.00 
stiker I poster dan 
sejenisnya 

3 Reklame sele baran Lembar 1,200 .00 600.00 1,800.00 450.00 
4 Reklame berjalan pada 

kendaraan: 

a. Kendaraan besar M2 1,000,000.00 500 ,000 .00 1,500,000.00 375,000.00 
b. Kendaraan kecil M2 750 ,000.00 375 ,000 .00 1,125,000.00 281,250.00 
c. Sepeda motor M2 500 ,000 .00 250,00 0 .00 750,000.00 187,500.00 

5 Reklame film I slide Rol 75,000 .00 37,500 .00 112,500.00 28,125.00 
6 Reklame Peragaan Kali 800,000. 00 400,000 .00 1,200,000.00 300,000.00 

- -- - - - -
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E. SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK 
1 WAJIB PAJAK PRIBADI 

FORMUUR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH Ke pada Yth. 

(PRIBADI) Bupati Tasikmal aya 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Cq. Kepa la Badan Pengelola Keuangan dan 

KABUPATEN TASIKMALAYA Pendapatan Daerah Kabupaten Tasi kmalaya 

Kompl ek Perkantoran JI. Sukapura V (0265) 543504 Fa x. (0265) 543505 di o 

Web.: bpkpd .tas i kmalayaka b.go.id / Email: bpkpd@tas ikmalayaka b.go. id Tempat 

PERHATIAN : 

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 

2. Beri t anda V pada kotak r l yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 

3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah langsung atau dikirim mel al ui 

Email: bpkpd@tasikmalayakab.go.id atau mela lui Pos paling lambat tanggal ............ .......... ... 

KETERANGAN MENGENAI USAHA 

1. Nama Pemil ik * : 

2. Keterangan Pemilik Usaha* 

Warga Negara : , 
'WNI 

, WNA 

Tanda Bukti Diri : 
, 

' KTP 
, PASPORT , , NPWP 

No. Tanda Bukti Diri 

Nomor NPWP : 

No. Telp. 

Alamat Pemi l ik Usaha : 
o RT/RW : 

o Kelu rahan : 

o Kecamat an : 

o Kabupaten/Kota 

o Kode Pos : 

3. Jenis Usaha : , 
' Reklame 

, , Sarang Burung Walet 

I IAirTanah I I PBJT 

I IMBlB ............ .. ......... .............. .... ... (khusus PBJT) 

10ENTITAS USAHA 

Nama Usaha* : 

Alamat * 

o RT/RW : 

o Kelurahan : 

o Kecamat an : 

o Kode Pos ; 

No. Ijin Usaha : 

Keterangan Usaha* (opsional 

khusus untuk di isi petugas) 
: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

No. Telp. Usaha* 

Nama Pengelola* : 

Alamat Pengelola* : 

No. Telp. Penge lola* : 

Nama Tempat Pekerjaan/ 

Tempat Usaha : 

...... ... ... .... .... ... .... ...... , ...... .. ... ...... .... ......... .. .. ... 

Nama Jelas : 

Tanda Tangan : 

OIiSI OLEH PETUGAS PENERIMA OIiSI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA 

NPWPD yang diberikan : , II II II , , , , , II II , , , , 

Tempat/Tanggal : 

Nama Jelas/NIP : 

Tanda Tangan 
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- ___ I 
---------------------------------------------------------------------------------------Guntlng dl slnl-----------------------------------------------------------------------------------------

Nama 

Alamat 

TANDA TERIMA 

FORMULIR PENDAFTARAN 

No_ Formulir : __ ____ _ .. .. .. .. .. ....... ........... . 

Yang Menerima, 

( ... .............. .. ........ ... ............. ) 
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2. WAJIB PAJAK BADAN 

FORMUlIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH Kepada Yth . 

(BADAN I Bupati Tasikmalaya 

BADAN PENGElOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Cq. Kepala Badan Pengelola Ke uangan dan 

KABUPATEN TASIKMALAYA Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Komplek Perkantoran JI. Sukapura V (0265) 543504 Fax. (0265) 543505 di-

Web.: bpkpd .tasikmalayakab.go.i d / Email : bpkpd@ta sikmalayakab.go.id Tempat 

PERHATIAN: 

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dual ditulis dengan huruf CETAK. 

2. Beri tanda V pad a kotak L J yang tersedia untuk jawaban yang diberikan . 

3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada 

Badan Pengelolaan Keu angan dan Pendapatan Daerah langsung atau dikirim melalu i 

Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id atau melalui Pos pa li ng lambat tanggal ......................... 

KETERANGAN M ENGENAI USAHA 

1. Nama Badan Usaha* : 

2. Alamat Badan Usaha* : 

3. Nomor NPWP * : 

4. Tele pon Badan Usaha* : 

5. Kete rangan Pemili k Badan Usaha* 

Nama Pemilik : Jabatan : 

Warga Negara : I IWNI I WNA 

Tanda Bukti Diri I IKTP I PASPORT I I NPWP 

No. Tanda Bukti Diri : 

No. Telp. : 

Alamat Pemilik Badan Usaha : 

- RT/RW 

- Kelu rahan 

- Kecamatan : 

- Kabupaten/Kota : 

- Kode Pos 

6. Nama Pi mpinan Badan Usaha* 

7. Jenis Usaha : I IReklame I Sarang Burung Walet 

I IAir Tanah I PBJT 

I IMBLB .... ..... .. ... .... .. ..... .. .... .. ...... .... . (khusus PBJT) 

IDENTITAS USAHA 

Nama Usaha* : 

Alamat* 

- RT/RW 

- Kelurahan : 

- Ke camatan : 

- Kode Pos : 

No. Ijin Usaha 

Keterangan Usaha* (opsional 

khusus untuk di isi petugas) 
: 

: 

: 

: 

: 

: 

No. Telp. Usaha* : 

Nama Pengelola* 

Alamat Pengelola * : 

No. Telp. Pengelola* : 

Nama Tempat Pekerjaan/ 

Tempat Usaha : 

.... .. ..... ..... ................. , ..... ................ , .. ............. 
Nama Je las : 

Tanda Tangan : 
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01151 OLEH PETUGAS PENERIMA 01151 OLEH PETUGAS PENCATAT DATA 
NPWPD yang diberikan : 

I " " " I " I I " " I I I I 
Tempat/Tanggal 

Nama Jelas/NIP 

Tanda Tangan 

--------------------------------------------------------------------------------Gunting di s;n;------------------------------------------------------------------------------

Nama 

Alamat 

TANDA TERIMA 

FORMULIR PEN DA FTARAN 

No. Formul ir : ... ................................ . 

Yang Menerima, 

( ..................... .. .................... ) 
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F. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) 
1. SPOP 

TAMPAK DEPAN 

PE~RINTAH KftBUPATEN TASK MALAYA No. Forrrulir CD I I I I 
BADANPENGELOLAKEUANGANDAN ~~--~~-=====~~~~~ 

PENDAPATAN DAERAH 
Selaln yang diisi oleh ~tugas (bagian yang diarsir). 

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK diisioleh Wajib Pajak 
Berl tanda silang pada koiom yang sesuai 

UPTD: 

1. JENIS TRANSAKSI 01 . Perekaman Data 02. Pemutakhiran Data 03. Penghapusan Data 

PR DT II KEC KEUDES BLOK NO URUT KODE 

2. NOP mm ll l 11111 111 10 

3. NOP BERSAMA m m I I I I I I I I I I I I I I 0 

4. P ASAL mCD II I IIII I L-IL...L.....JII II I 0 
5. N . SPPT LAMA 

: l.t .t J. • : ... 
6. NAMA JALAN 7. BLOKlKAV/NOMOR 

1,-...1....1 ....1..1 -1.1_1,--,-1 ....... 1 -'.1---,1,--,-1 -,-I ---l-I---,---,---,---,---,--,-I -,-I -'--'----'--'--'---'--'--'--'--'-1_ 1'---'1 I I I I 1 I I I I 
8. NAMA KELURAHAN I DESA 9. RW 10. RT 

I I I I I I 1 I 1 I I I I I CD 1111 

C. DATA SUBJEK PAJAK 

11 . STATUS 0 1. Pemilik 02. Penyewa 0 3. Pengelola 0 4. Pemakai OS. Sengketa 

12. PEKERJAAN 01. PNS -} 02. ABRI 0 3. Pensiunan -} 04. Badan O S. Laimya 

13. NAM SUBJEK PAJAK 

I I I I I I I I I I I 
15. NAMA JALAN 16. BLOKlKAVINOMO 

,--I -,-I ....... 1 -'.1---,1,---,-1 -,-I ---l-I---'---'----'---'---'--'--'--'---'--'--'--'--'--'---'--'--'--''---'-...J....-LI---,I'---JI I I I I I I I I I 
17. KELURAHAN I DESA 

I I I I I I I I I I 
20. KABUPATEN I KOTAMADYA - KODE POS 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
21. NOMORKTP 

I I I I I I I 

22. LUAS TANAH 
(M2) 

18. RW 19. RT 

CD 1 111 

. .' . 
23. ZONA NILAI TANAH m 

24. JENIS TANAH 01. Tanah + 02. Kavling 0 3. Tanah 04. Fasilitas 
Bangunan Siap Bangun Kosong Umum 

Catatan : - yang penghasilannya semata-mata berasal dan gaji atau uang pensiunan 
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TAMPAK BELAKANG 

j.:y::~/:~;.'.:;·."'~;.;·;:"~it,d:r,;;1i:\!'·;"~';-f;;'t? :':·;';·.S,;" .".·.iI-*';:..''''::f.4=-.r,'r,.:m~IC1.II~ ·1~I·i;.:.~ ~~ ~;";.;,, :?.c';i.'·:,',;ii 

25. JUMLAH BANGUNAN I I I I 
". ~,.,., .,,\,.: '.:;:$& :~'·.·.·.H·c:;';;4~'.=-::.I:l~ . . ;111::1 .. ~:~<~·!~(;",;,i .. 

Saya menyatakan bahwa infunnasi yang telah saya berikan dalam funnulir ini tennasuk lampirannya adalah benar, jelas 
dan lengkap menurut keadaan yang sebenamya : 

26. NAMA SUBJEK PAJAKI 27. TANGGAL 28. TANDA TANGAN 
KUASANYA 

- Oalam hal bertindak selaku kuasa, Sural kuasa harap dilarrpirkan 

- Oalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggarrbarkan SkeUDenah Lokasi Objek Pajak 

- Balas waktu pengerrbalian SFQP 30 (Iiga puluh) hari sejak d ~erima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal9 ayal (2) W No. 12 Tahun 1985 

I~ ":·'3 ~)~';Z:;j:~&ft~"'~1I·1:m . I}', . • :T,'.TI".~rdl;T:>~'Ii'fI:f:l r"'~rCl '? ~~:::;::-ar BIll •. 

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG 

29. TA GAL (TGUBLN/Tl-IN) I I II I I 1'1 I I 33. TANG GAL (TGUBLNITl-IN) I I II I I II I I I 
30. TAN A TANGAN 34. TANDA TANGAN 

31 . NAMA JELAS 35. NAMA JELAS 
~YO_' '-' ''' '''''~''~''~' '~_ '' ' ''''''n •••••• Vt····· 

32. IP I I ! I I I I I I I 36. NIP I ! I I I I I I I I 

SKET I DENAH LOKASI OBJEK PAJAK 

KETERANGAN : Contoh Penggambaran 

- Gambarkan skeUdenah lokasi objek pajak (tanpa skala), I I 
yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan 
lingkungan dan lain-lain yang mudah diketahui oleh JI. Kerinci 
umum. 

- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, Al i 
t imur dan barat. Kamo 

Saidi 
Buman 
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2. LAMPlRAN SPOP 

TAMPAK DEPAN 

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK I No. Fonnulir IT] I I I I I I I I I 
1. JENIS TRANSAKSI 01. Perekaman Data 02. Pemutakhiran Data 03. Penghapusan Data 

04. Penilaian Indiloidual 

PR DTII KEC KELIDES BLOK NO.URUT KODE 3. JUMLMi BNG I I I 
2.NOP rn rn I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 4. BANGUNAN KEI I I 

i.:.\,1·u~[ejl ~,d~ :':mC1'J~ 'I~I 

5. JNS PENGGUNAAN 01. Perumahan 02. Perkantoran 03 Pabrik 

BANGUNAN 04. Toko/Apotik/Pasar/Ruko 05. Rumah SakiUKlinik 06. Olah RagalRekreasi 

07. HoteliRestoran/Wisma 08. BengkeliGudangiPertanian 09. Gedung Pemerintah 

010. Lain-lain 011. Bangunan Tidak Kena pajak::::J 12. Bangunan Park ir 

013. Apartemen/Kondominium ::::J 14. Pompa Bensin (kanopi) 015. Tangki Minyak 

0 16 Gedung Sekolah 

6. LUAS BANGUNAN I I I I I , , , , , , 7. JUMLAH LA NTA I CD 
(M2) 

8. TH DIBANGUN I , I , , 
9. THN DIRENOVASI I , I I , 10. DAY A L1STRIK , , , , , , I , I , I 

TERPASANG (WATT) 

11 . KONDISI PADA 01. Sangat 02. Baik 03. Sedang 04 Jelek 
UMUMNYA Baik 

12. KONSTRUKSI 01. Baja 02. Beton 03. Batu Bata 0 4. Kayu 

13. ATAP 01. Decrabon! 02. Gtg Beton! 03. Gtg Biasal 04. Asbes 0 5. Seng 
Betonl Aluminium Sirap 
Gtg Glazur 

14. DINDING 01. Kacal 02. Beton 03. Batu Batal 04. Kayu 05. Seng 
Aluminium Conblok 

06. Tidak ada 

15. LANTAI 01 . Marmer 02. Keramik 03. Teraso 04. Ubin PC 05. Semen 

16. LANG IT-LANG IT 0 1. Akustikl 02. Triplek/Asbes 03. Tidak ada 
Jati Bambu 

@Jr.,:r,"-"i ..... ,"-""11 

17. JUMLAH AC CD Split CD Window 18. AC Sentral 01 . Ada 02. Tidak Ada 

19. LUAS KOLAM , , I I , 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) 
RENANG (M2) , , , I , , Ringan I , , I I 'Berat 

0 1. Diplester 02. Dengan 
Pelapis , , , I I ISedang I I I I I 'Dengan Penutup 

Lantai 

21 . JUMLAH DGN LAMPU 1NP LAMPU 22. JUMLAH LIFT 23. JUMLAH TANGGA 
LAPANGAN CD Beton CD CD Penumpang BERJALAN 
TENIS 

CDAspal CD CD Kapsul Lbr !> 0,80 M CD 

CDTanah LiaU CD CD Barang Lbr > 0,80 M CD 
Rum put 

24. PANJANG , I , I I 25. PEMADAM 01 . Hydrant 01.Ada02 Tidak.Ada 
PAGAR (M) KEBAKARAN 

01 . BajaiBesi 02. BataiBatako 
02. Sprinkler 0 1 . .Ada02. Tidak.Ada 

BAHAN PAGAR 
03. Fire AI. o 1 . .Ada02 Tidak.Ada 

26. JML SALURAN I , I I I 27. KEDALAMAN SUMUR I I , I I 
PES . PABX ARTETIS (M) 
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TAMPAK BELAKANG 

OPABRIKIBENGKEUGUDANG/PERTANIAN (JPB = 3/8) 
28. llNGGI KOLOM (M) rn 29. LEBAR BENTANG (M) 

30. DA YA DUKUNG 
LANTAI (Kg/M2) 

1 1 1 1 31 . KELILING 
DINDING (M) 

OTOKO I APOllK I PASAR I RUKO (JPB = 4) 
34. KELAS BANGUNAN 01 . Kelas 1 02. Kelas 2 

ORUMAH SAKIT I KLiNIK (JPB = 5) 
35. KELAS BANGUNAN 01 . Kelas 1 02. Kelas 2 

36. LUAS KMR DNG 
AC SENTRAL (M2) 

1 1 1 1 1 1 

o LAH RAGA I REKREASI (JPB = 6) 
38. KELAS BANGUNAN 01 . Kelas 1 02. Kelas 2 

0 3. Kelas 3 0 4. Kelas 4 

03. Kelas 3 04. Kelas 4 

03. Kelas 3 04. Kelas 4 

37. LS RUANG LAIN DNG 
AC SENTRAL (M2) 

1 1 

o HOTEUWISMA (JPB = 7) 
39. JENIS HOTEL 0 1. Npn-Resort 02. Resort 

40. JUMLAH BINTANG 01 . Bintang 5 02. Bintang 4 03. Bintang 3 04. Bintang 1-2 05. Non Bintang 

41 . JUMLAH KAMAR 1 1 1 1 1 142. LUI>S KMR DGN 1 1 1 1 1 143 LS RUANG LAIN DNG '--'---'---'--'---; 
PC SENTRIlJ... (M2) PC SENTRIlJ... (M2) 

OBA GUNAN PARKIR (JPB = 13) 
44.11PE BANGUNAN 0 1.lipe 4 02. lipe 3 03. lipe 2 04. lipe 1 

OAPARTEMEN (JPB = 13) 
45. KELAS BANGUNAN 01 . Kelas 1 02. Kelas 2 03. Kelas 3 0 4. Kelas 4 

46. JUMLAH APARTEMEN 1 1 1 1 1 147. LUI>S KMR DGN 1 
AC SENTRIlJ... (M2) PC SENTRIlJ... (M2) 

1 1 1 148 LS RUANG LAIN DNG 
PC SENTRIlJ... (M2) L..-L--'---'--'---; 

OTANGKI MINYAK (JPB = 15) 
49. KAPAS ITAS TANGKI Ir--,--,..--r-,---, 50. LETAK TANGKI 01 . Di Atas 0 2. Di Bawah 

(M3) Tanah Tanah 

OGEDUNG SEKOLAH (JPB = 16) 
51 . KELAS BANGUNAN 01 . Kelas 1 o Kelas 2 

52. NILAI SISTEM 1 1 1 1 53. NILAI INDIVIDUAL 

• •• .:. I 

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG 

54. TGL KUNJUNGAN II I II I 
KEMBALI 

55. TGL PENDATAAN II I II I 59. TGL PENELITIAN II I 
56. TANDA TANGAN 60. TANDA TANGAN 

57. NAMA JELAS 61 . NAMA JELAS 

58. NIP 62. NIP 
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G. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) 

(NAMA PERANGKAT DAERAH) SKPD NO. URUT: 
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) . ...... ... . ... 

MASA 
................ ....... . .. 

TAHUN 
.... ... .... .... ... ... ..... 

NAMA .... .. ... .. . .... .. ..... . .... .... .. .. ... ... ...... ... 

ALAMAT . ......... ..... .. .. ......... . ...... . . . . ..... . . . .. . . 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ( NPWPD ) ...... ........ .. .. ... .... .. ... ... ..... . ........ . ... 
TANGGAL JATUH TEMPO . . ... .. . ... . . .. . . .... ....... .... . . ..... . .. .. .... . . .. 

NO KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH JUMLAH 
(Rp) 

1. 

2. 
3. 
4 . 
5. 

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak 

Jumlah Sanksi a. Bunga 

b. Kenaikan 

Jumlah Keseluruhan 

Dengan Huruf 

Perhatian : 
1. Harap penyetoran di lakukan pad a Bank / Bendahara Penerima . .... .......... ........ .. .... .... .. .. .. ... .... 

2. Apabila SKPD ini t idak atau kurang dibayar lewat waktu pa ling lama 30 hari sete lah SKPD 

diterima atau t anggal jatuh tempo dikenakan sanksi admin istratif berupa bunga sebesar 1% per 

bu lan. 

. ..... ....... .... , ... ... .... .. .. . .. . .... .. ... ... .... .. ... 
a.n. Kepala Perangkat Daerah .. .. .. .. 

Kepala Bidang .. .......... . 

NAMA 
NIP 

----------------------------------------------- Gunting disini -----------------------------------------------
TANDA TERIMA 

SKPD PAJAK ...... .... NO. URUT .... ........ ... ... 

NAMA · ................................... ... ....... . .. .... ..................... , ...... .............. .. . ........ 

Yang Menerima, 
ALAMAT · .. ..................................... .... .. 

NPWPD · ...... .............. ... ....... ............... ............................ 
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G. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) 

(NAMA PERANGKA T DAERAH) SKPD NO. URUT : 
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) . .. . . .. . .. . . . . 

MASA 
.. . ... ... ..... . .. . ... .. ... 

TAHUN 
.... .. ... ... .. ... . ....... . 

NAMA ... ...... .. ....... .... ... ... .. ....... ........... ... 

ALAMAT · ... ...... ... .. .. .... . ... ...... ..... ...... .......... 
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ( NPWPD ) · . . .. . ....... ..... . . ... .... ........ .... . .. .. .. . . ... . 

TANGGAL JATUH TEMPO · ... .... .. .... ......... .. ................. .... ... .. . 

NO KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH JUMLAH 
(Rp) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak 

Jumlah Sanksi a.Bunga 
b. Kenaikan 

Jumlah Keseluruhan 

Dengan Huruf 

Perhatian: 
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerima ... ... ...... .... .. .. .. ......... .. ... ... .... ... 

2. Apabila SKPD in i tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling la ma 30 hari set lah SKPD 

diterima atau tanggal jat uh t empo dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per 

bulan. 

. .. . ... . .. .. . . . .. , ................ .. ...... ... ... ... .. .. " 
a.n. Kepala Perangkat Daera ... .. . .. 

Kepala Bidang .... .. . ... .. . 

NAMA 
NIP 

----------------------------------------------- Gunting disini -----------------------------------------------
TANDA TERIMA 

SKPD PAJAK .......... NO. URUT .. .... ............ 

NAMA · ............ ............ .. .. .. ............... . ... .... .. ..... .... ......... , .... . . . . . .. . ... .. .. ........ . . .. 

Yang Menerima, 
ALAMAT · ... ... ... ..... .... ...... , ..... , ....... , .. .. .. 

NPWPD · ......... ...... .. .. .......... ....... .. .... .. . ... . , .. ,. , .... .. . , .. ... .. , .. 
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H. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) 

TAMPAK DEPAN 

~PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
~ BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 

NOP : 

LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMATWAJIB PAJAK 

NPWP 

OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS NJOP PER M2 (Rp) TOTAL NJOP (Rp) 

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 
NJOP untuk penghitungan PBB = 
Tarif = 
PBB yang Terutang = 

PAJAK BUM I DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 

INFORMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

TAHUN POKOK DENDA KEKURANGAN PEMBAYARAN 

TOTAL 

Keterangan : *) Pajak terutang d ikenakan denda sebesar 1 % perbulan, terhitung sejak jatuh tempo SPPT 

TGL. JATUH TEMPO KEPALA 

TEMPAT PEMBAYARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PEND PATAN DAERAH 

SPPT DAN STTS BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK 

INFORMASI PADA SPPT INI AOALAH KQNOISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARJ TAHUN PAJAK 

NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN 

NAMA WP Diterima tgl 

No. Telp. WP Tanda tangan 

Letak Objek pajak : Kecamatan 

Desa/Kelurahan 

(. .. ..... . .. . . . . ... . .... ) 

NOP Nama Terang 

SPPT Tahun/Rp 
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BENTUK SPPT PBB TAMPAK BELAKANG 

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal : 
N arna Petugas : Tanda Tangan Petugas 

PERHATIAN 
1. Nomor SPPT adalah Nomor Objek Pajal< (NOP) dalam administrasi PBB. 

2 . Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bu lan sejak tanggal 
diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini; 

3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada temp at pembayaran yang ditentukan pada 
SPPT ini; 

4 . Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah : 

a. Surat Tanda Terima Setoran (SITS) untuk pembayaran secara langsung. 

b . Struk ATM/bukti pembayaran dari Bank Tempat Pembayaran Elektronik bagi 
pembayaran secara elektronik. 

5. Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer / pemindahbukuan/pengiriman uang 
m elalui Bank/Kantor Pos/E-commerce, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor 
Objek Pajak (NOP). 

6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai 
berikut: 
a. denda administrasi 1% sebulan darijumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; d 
b. ditagih dengan (STPD) PBB, dan dalam hal STPD PBB tidak dilunasi , dilanjutkan dengan 

Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak. 

7 . Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib 
Pajak dapat menghubungi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupa ten 
Tasikmalaya. 

8. Keberatan atas jumlah p ajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Pengelola 
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sej ak tanggal diterimanya SPPT ini. 

9. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak y g 
ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya, h s 
diajukan paling lambat 3 (tiga ) bulan terhitung sejak : 

a . Diterimanya SPPT ini; 

b. TeIjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa. 

10. Bata s waktu tersebut dalam butir 8 dan 9 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapa t 
memb uktikan bahwa hal tersebut diluar kemampu annya. 

11. Pengaju an keberatan, b anding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak. 

12. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau bagian, Wajib 
PE\iak harus melaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya; 

13. apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal 30 september, maka bulan I setelah tanggal jatuh 
tempo adalah tanggal 1 oktober sid 31 oktober, bulan II adalah tanggal 1 november sid 30 
november, dst. 

APABILA DITEMUKAN KETIDAKSESUAIAN DATA PADA SPPT PBB, DIMOHON 

UNTUK SEGERA MENGHUBUNGI BPKPD KABUPATEN TASIKMALAYA 

Bayar PBB-P2 Makin mudah dengan QRIS. Sllahkan scan barcode dibawah ini 
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I. DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK DAERAH (DHKP) 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

BADAN PENGEOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN 

D 
DAFTAR 

p 
MBAYARAN 

GUNAN 
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DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BUKU ...... ... . 

TEMPATPEMBAYARAN 
PROVINSI 
KABUPATEN 

NO NOP 

Total Halaman Ini 

NOM OR 
INDUK 

Total Sampai Dengan Halaman Ini 

NAMA WAJIB PAJAK 

.-

TAHUN .......... . 

KECAMATAN 
DESA / KELURAHAN 

ALAMAT OBJEK PAJAK PAJAK PERU BAHAN 
WAJIB PAJAK TERHUTANG PAJAK 

TANGGAL 
BAYAR 
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J. SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

Komplek Perkantoran JI. Sukapura V tr (0265) 543504, Fax (0265) 543505 
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id email: bpkpd@tasikmalayakab.go.id 

Singaparna-46415 

SURAT KETERANGAN NJOP 
Nomor: KU.03.021 ISuket. NJOP/20 .. ... 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
1. Nama 
2. Jabatan 

Sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuanga Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , dan Perda Kab. Tasikmalaya N . 1 Tahun 
2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan in i menerangkan bahwa sesuai 
deng n basis data yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 
Kab. Tasikmalaya atas objek pajak: 

Nomor Objek Pajak 
Letak Objek Pajak 

Diperoleh data sebagai berikut 

Luas Bumi 
Luas Bangunan 
NJOP Bumi 
NJOP Bumi Bersama 
NJOP angunan 
NJOP Bangunan Bersama 
NJOP Keseluruhan 

Nama Wajib Pajak 
Alamat Wajib Pajak 

NPWP 

Demikian Surat Keterangan NJOP ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. 
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

Dibuat di Singaparna 
Pada Tanggal 

a.n . KEPALA BIDANG PELAYANAN PAJAK DAERAH 
Kasubid Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah . 

............................................................. 
NIP ...... ..... ... .... .. ... ... ... .. ..... .. ....... .... .. . 



K. TANDA TERIMA SEMENTARA 

No. 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

TANDA TERIMA SEMENTARA PEMBAYARAN PBB 

Nama WP 

No. Seri SPPT 

No. lnduk 

Desa I Kel 

Jumlah Pembayaran 

RP. 

Petugas Pemungut 

PBB 
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No. 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAVA 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

TANDA TERIMA SEME"ITARA 
PEMBAVARAN PAJAK BU 

Telah terima dari Waj ib Pajak PBB 

Nama WP 

Pem 

No. Seri SPPT 

No.lnduk 

esa el 

B Tahun ............. Se besar Rp ....... . 

N BANGUNAN 

( ..... .... .. .. ... .. .. .. ....... ...... ..... ... .... .............. ..... .. .. ......... .. .. ... .. ..... ......... .... .... .. ...... ......... .. .. .. ...... .. ) 

embayaran PBB baru dianggap Syah apabila Waj ib Pajak telah menerimaSnSdari 
Tempat Pembayaran/Bank 

Petugas Pemungut PBB 

( ..... ..... .. .. .. ........ .. ...... ... ) 

... 
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L. SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) 

TAMPAK DEPAN 

~PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
~BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

SURAT TANDA TERIMA SETORAN 

Tempat Pembayaran . 
Telah menerima pembayaran PBB Th.1 L-____ ---'1 dari : 
Nama Wajib Pajak 
Letak Objek Pajak Kecamatan 

Nomor SPPT (NOP) 

Sejumlah : Rp 

Tanggal Jatuh tempo 

Desa/Kel. 

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran 
Dilakukan pad a bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) : 
I XIII 
II XIV 
III XV 
IV XVI 
V XVII 
VI XVIII 
VII XIX 
VIII XX 
IX XXI 
X XXII 
XI XXIII 
XII XXIV 

Tanggal Pembayaran 
Jumlah yang dibayar 

L.T 
L.B 

Rp . 1'--_ ___________ ---' 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENOAPATAN OAERAH 

SURAT TANDA TERIMA SETORAN 

Tempat Pembayaran 

Telah menerima pembayaran PBB Th. 

Nama Waj ib Pajak 
'--___ ---'ldari : 

Letak Objek Pajak Kecamatan 

Nomor SPPT (NOP) 

Sejumlah : Rp 
Tanggal Pembayaran 

Desa/Kel. 

Jumlah yang dibayar Rp. 
BPKPD. Lembar untuk BPKPD 

~EMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
~BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

SURAT TANDA TERIMA SETORAN 

Tempat Pembayaran . 

Telah menerima pembayaran PBB Th. 1 1 dari : 
Nama Wajib Pajak '--------' 

Letak Objek Pajak Kecamatan 

Nomor SPPT (NOP) 
Sejumlah : Rp 

Tanggal Pembayaran 

Desa/Kel. 

Jumlah yang dibayar Rp. 

BPKPD. Lembar untuk DESA 

~EMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
~BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

SURAT TANDA TERIMA SETORAN 

Tempat Pembayaran 

Telah menerima pembayaran PBB Th. L-I ____ ---'I dari : 
Nama Wajib Pajak 
Letak Objek Pajak Kecamatan 

Nomor SPPT (NOP) 
Sejumlah : Rp 
Tanggal Pembayaran 

Desa/Kel. 

Jumlah yang dibayar Rp. 
BPKPD. Lembar untuk Bank 

Tanda Terima 
dan 

Cap Bank/Poc 

Tanda Terima 
dan 

Cap Bank/Pos 

Tanda Terima 
dan 

Cap Bank/Pos 

Tanda Terima 
dan 

Cap Bank/Pos 
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TAMPAK BELAKANG 

PERHATIAN 

1. SITS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk 
kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah SITS dengan baik. 

2. Atas pembayaran Pajak Teru tang PBB, tidak dikenakan bea materai 
sesuai pasal4e UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. 

PENJ ELASAN 

1. Apabila tanggal jatuh tem po tanggal 3 1 Oktober, maka yang dimaksud 
dengan bulan ke-l adalah tanggal 1 Nopember sid tanggal 30 Nop mb r , 

bulan ke II adalah tanggal 1 Desember s i d 31 Desember , Dst. 

2 . Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, m aka yang dima s d 
dengan bulan ke- l adalah tanggal 11 Oktober si d tanggal 10 No ember, 

bulan ke II adalah tanggal 11 Nopember si d 10 esember, Dst. 

3 . LT adalah Lu as Tanah dalam M2 
LB a dalah Lu a s Bangunan dalam M2 
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M. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) 

Nama 
Alamat 

NPWPD 
M yet r berdasarkan*) 

KETERANGAN 

PAJAK 
REKENING 
MASA PAJAK 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN 

PENDAPATAN DAERAH 
Komplek Perkantoran JI. Sukapura V 'if (0265) 543504, Fax (0265) 543505 
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id email: bpkpd@tasikmalayakab.go.id 

Singaparna-46415 

(SSPD) 
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 

CJ SKPD 

CJ SKPKB 

CJ SKPDKBT 

No. SPPD 

No. Bayar 

CJ STPD 

CJ SPTPD 

CJ SK Angsuran 

TANGGAL JATUH TEMPO 
OMSET YANG Rp. 
DILAPORKAN 
PAJAK TERUTANG Rp. 
DENDA Rp. 
SETORA Rp. 
TERBI LANG 

Diterima Oleh ; 
Petugas 

SINGAPARNA, ' " .. - ... ... .. -20 .. . . 
PEN ETOR 



-37-

N. STIKER LUNAS BAYAR PAJAK REKLAME 

BPKPD LUNAS PAJAK REKLAME 

JENIS REKLAME MASA BERLAKU 

UPATEN 
T Y 
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O. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN 
DAN PENDAPATAN DAERAH 

SKPDLB 

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) 

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 

ama Wajib Pajak 
Alamat 

PWPD 

( ................ ........................... ) 
Masa Pajak 
Tahun 

Tanggal Jatuh Tempo : ......... .......................... ................ .............. . 

No. Urut 

I I 

I. Berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor ....... tahun ... .... . , telah 
dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban Paja k .. .. ... .... .. ....... ( 
.... .. .... .. .. ........ ........... .... .... ............ .. . ) . 

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang asi harus 
dibayar ada lah sebagai berikut : 

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp ......... ...... .. . 
2. Pajak t erhutang ( .... % X DPP) Rp ... ... ...... ...... 
3. Kredit Pajak: 

a. Setoran yang dilakukan Rp ............ .. 
b. Lain-lain Rp .............. 
c. Dikurangi kompensiasi kelebihan R[:! .. .......... .. 

ketahun yang akan datangjhutang pajak 
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) R ......... .... .. .... 

4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak 
(2-3d) Rp .... .. ...... ....... 

5. Sanksi administ rasi 
a. Bunga Rp ...... ....... .. 
b. Kenaikan Rp .. .. .. .. .. .. ... 

c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp ......... ...... .. 
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak 

terutang Rp ............ .... .. 

Dengan huruf 

PERHATIAN : 
Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah 
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS). 
Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang .. .... ..... .. ............................... .. .. ... . 

a.n. KEPALA BPKPD 
Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah, 

... .... ... ....... ......................... .. 

NIP. 
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Nama 
Alamat 
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No.SKPDLB ... .. ........ .... . 

TANDA TERIMA SKPDLB 

PAJAK ..... . 

( ............................................. ) 

Tasikmalaya, ......................... . 
Yang Menerima, 
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P. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN 

DAN PENDAPATAN DAERAH 

Nama 
Alamat 

PWPD 
Tanggal Jatuh Tempo 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) 

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 

( .............................................. ) 
Masa Pajak : .... .. ... ..... ........... . 
Tahun .. .. ... .... .............. . 

NO.Urut 

I. Berdasa rkan Pasal ....... Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor ....... tahun 2 ..... , telah 
dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewaji ban Pajak 
..... .. .... ............. .... .. ( ................ ....... ...... .......... .. ). 

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus 
dibayar adalah sebagai berikut : 

1. Pajak yang belum dibayar 
2. Sa nksi administrasi 

a. Bunga 0,6% 
Jumlah Sanksi Administrasi 

3. Jumlah yang masih harus dibayar 

Rp .......... ..... ... ..... . 

Rp .................... . 
Rp ......... .. .... ... ..... . 
Rp ......... ... ... .. ..... .. 

Terbilang : .... ... ....... ..... ............ ...... ..... ..... .. .... .... .. ..... ..... ..... ....... ....... .. .... ............ .... .. 

PERHATIAN : 

Harap penyeto ran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah 
(SSPD). 
Untuk Pembayaran online bukti pembayaran berasal dari bank, baik berupa print maupun tangkapan 
digital. 
Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang .......................................... .... ............ .. 

a.n. KEPALA BPKPD 
KEPALA BIDANG PELAYANAN PAJAK DAERAH, 

........... ....... ....... ............... .... 

NIP. 
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-41 -

No. STPD .. .............. . 

TANDA TERIMA STPD 
( ...................................................... ) 

............ . ....... . , .. ..... ... .... ..... .. .... .. . 
Yang Menerima 

Wajib Pajak, 

IKMAL _Y _, 

TO 
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